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KATA PENGANTAR
Om Swastiastu,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang
MahaEsa, karenaberkat rahmet danlimpahan beliau penulisdapat
menyel esaikan karyatulisyang sekarang tepat beradadi depan
sidang pembaca. Adapun karyatulisdalam bentuk buku yang
berjudul * Hutan dalam Lindungan Hukum DesaAdet di Bdli” ini
merupakan pengembangan danrevis dari hasil penelitianyang
dibiayai oleh Direktorat Jendera Bimbingan Masyarakat Hindu
KementerianAgama, Republik IndonesiaTahun 2016 yang judul
awalnya’ Perlindungan Hukum Terhadap Hutan di DesaAdat di
Bdi’ . Pengembangan danrevis terhadap hasi| pendlitiantersebut
penulisanggap perlu demi tercapainyakaryailmiah popular yang
dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Di Bali, hutan selain memiliki fungs seperti yangtelah
diuraikandi aas, jugamemiliki fungs sosd-agama, danbudaya,
maksudnyabahwadi Bali, hutan terkait puladengan kehidupan
ritual keegamaanmasyarakat Bdli, khususiyayang beragamaHindu
di bawah naungan desaadat. Dengan fungsinyayang demikian
penting bagi kehidupan masyarakat Bali secarakhusus sudah
sepatutnyahutan di jagakel estariannyadan dilindungi dengan
ingtrument hukum baik hukum yang di buat oleh negaramaupun
hukumyang di buat oleh desaadat. Begitu pentingnyahutan bagi
masyarakat Hindudi Bdli diperlukan usshauntuk melestarikannya.
Menjauhkandari usshamanusayangtidak bertanggungjawab untuk
mel akukan perusakan terhadap hutan tersebut menjadi tanggung
jawab seluruh demen masyarakat yang adadi Bdli, tak terkecudi
desaadat. Desaadat di Bali memiliki kekuasaan untuk mengatur
danmdindungi hutandi sekitar wilayahnya.

| nstrumen yang digunakan desaadat dalam mengatur dan
meindungi hutan di wilayahnyaaddah awig-amg. Terkait dengan
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perlindungan hutan di wilayah desapakraman di Bai ddamawig-
awig seharusnya dimasukan ke dalam unsur sukerta tata
palemahan, namun tidak semuaawig-awig desaadat mengatur
masalah ini secararinci walaupun merekamemiliki hutan di
wilayahnya Secaraumumawig-anmigdi Bdi lebih banyak memuat
pengaturan sukerta tata parahyangan dan sukerta tata
pawongan. I nilah menjadi |latar bel akang dibutuhkannyaperan
desaadat ddammeindungi hutan di Bali. Bebergpaaspek kgjian
akan dikemukakan secararingkas dalam bukuini, mulai dari
Problematika, Setting Penditian, Perlindungan Hutan ddlam Amig-
Awig DesaAdat di Bali, PentingnyaPerlindungan Hukum Desa
Ada Terhadagp Hutan di Bdi, dan Strategi efektifitasPerlindungan
Hukum DesaAdat Terhadap Hutan di Bdli.

Demikianlah pengantar singkat dari penulis, dalam
kesempatanini izinkan penulismengucgpkan ucapanterimakasih
kepadaBapak Rektor UNHI Denpasar Dr. IdaBagusDharmika
M.A, dan Bapak Kaprodi Hukum Agama Hindu, Drs.l Putu
Sarjana, M.S terimakas h atasdukungannyabaik mora maupun
materiil sehinggabuku ini bisaditerbitkan. Selanjutkan penulis
ucapkan rasaterimakasih yang mendaam kepadaProf. Dr. Putu
Gelgd,S.H,M.Hum atasdiskus selamaini sekaligus sebagai
reviewer pendlitian sebagai bahan penerbitan bukuini, sehingga
penulismendapatkan motivas ddam memuliskaryailmiahini,
sertakepadarekan-rekan yang tak dapat penulissampaikan satu
persatu. Akhir kata penulis ucapkan selamat membacakepada
sdang pembaca, semogakaryailmiahini memberikanwarnalain
dalamkajian hukumdi Negarakita.

Om Shanti,Shanti, Shanti, Om
Denpasar, Maret 2017
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BAB |
PROBLEMATIKA

Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia
danlingkungan. Penting karenahutan memiliki bebergpafungs
untuk menyangga keberlangsungan hidup manusia dan
keberl angsungan makhluk hidup yang adadi ddamnya. Bebergpa
fungsi hutan yang penting, antaralain fungsi ekologi, yakni
menjagakesaimbangan dam, fungs hidrologi, yakni menjaga
ketersediaan sumber mataair, fungs klimatologi, yakni menjaga
kesgjukaniklim, danfungs rekreas, sebagal tempat rekreas.

Di Bali, hutan selain memiliki fungs seperti yangtelah
diuraikandi aas, jugamemiliki fungs sosd-agama, danbudaya,
maksudnyabahwadi Bali, hutan terkait puladengan kehidupan
ritual keagamaan masyarakat Bali, khususnyayang beragama
Hindu di bawah naungan desaadat. Dengan fungsinyayang
demikian penting bagi kehidupan masyarakat Bai secarakhusus
sudah sepatutnyahutan di jagakel estariannyadan dilindungi
denganinstrument hukum baik hukumyang di buat oleh negara
maupun hukum yang di buat oleh desaadat.

Daamtataranfilosofi Hindu, pringp perlindungan hutan
dapat dilihat padasgumlah pustakasuci. Pringpini terangkum
dalam Sad Kertih yang tertuang dalam Kitab Purana
terutamanya mengenai Wana Kertih yaitu upaya untuk
mel estarikan hutan. Sad Kertih merupakan enam konsep dalam
melestarikan lingkungan yang terdiri dari Atma Kertihyaitu
upayauntuk menyucikan Atma, Samudra Kertihyaitu upaya
untuk melestarikan samudra, Wana Kertih yaitu upayauntuk
mel estarikan hutan, Danu Kertih yaitu upayauntuk menjaga
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kel estarian sumber air tawar di daratan, Jagat Kertihyaitu upaya
untuk melestarikan keharmonisan hubungan sosd yang dinamis
dan produktif berdasarkan kebenaran dan Jana Kertih yakni
upayauntuk menjagakuditasindividu.

Sdlainitu, hutan dalam lontar BhuwanaKosa VIllI, 2-
3 dikatakan sebagai sumber penyucian alam dimana patra
(tumbuh-tumbuhan) dan pertiwi (tanah) merupakan pel ebur dari
segalahal yang kotor di duniaini. Pustakasuci Rgvedalll1.51.5
misalnyamenyebutkan: “ Indraaya dyaava osadhir uta aapah.
Rayimraksanti jiyaro vanani” yang artinyatanpaterlindungi
sumber-sumber alam tersebut manusia tidak akan pernah
mendapatkan kehidupan yang aman damai dan sgjahtera.

Selanjutnya dalam kitab Pancawati dijabarkan
mengena tigafungs hutan untuk membangun hutanlestari (wana
agri), yakni:

a. Mahawanaaddah hutan belantarasebaga sumber dan
pelindung berbagai sumber hayati di dalamnya. Maha
wanajugasebagal waduk alami yang akan menyimpan
danmengalirkan air sepanjang tahun.

b. Tapawanaartinyatempat orang-orang suci mendirikan
pertapaan atau pasraman. Di pasraman inilah doa-doa
suci terus dipanjatkan dan juga gjaran-gjaran suci
ditanamkan ke dalam lubuk hati sanubari umat yang
datang mohon tuntunan padaorang-orang suci tersebt.

c. Siwanaartinyahutan sebagai sumber membangun
kemakmuran ekonomi

Wujud nyatadari penghormatan terhadap lingkungan
(hutan) dapat dilihat dari adanyaupacaratumpek uduh yang
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dilaksanakan setiap wuku wariga. Tumpek uduh dimaknai
sebagai hari turunnya Sanghyang Sangkara yang menjaga
keselamatan hidup segalatumbuh-tumbuhan (pohon-pohonan)
agar tumbuh subur, terhindar dari hamapenyakit danmemberikan
hasil yang lebih baik dan berlimpah. Sdainitu, masyarakat Hindu
Bali yang beradadi bawah naungan desa adat telah memiliki
landasan falsafah tri hita karana, yakni tiga penyebab
kebahagiaan, yang salah satunya yakni sukerta tata
palemahan termasuk perlindungan hutan di dalamnya.

Secarayuridis, hutantelah dilindungi oleh hukum negara
berupa produk perundang-undangan yakni Undang-Undang
Republik IndonesaNomor 41 Tahun 1999 Tentang K ehutanan
sertaUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun
2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan. Hukum negara
tersebut memberikan payung hukum perlindungan hutan di
Indonesia, namun hal ini belumdinilai cukup, perlu perandesa
adat di Bali daam perlindungan hukum terhadap hutan melaui
instrument hukum adatnya. Apaagi secarasosiologis, hutan di
Bdli sangat erat kaitannyadengan kehidupan sosad, agamadan
budaya masyarakat Hindu di Bali sehingga perlu untuk
dilestarikandandilindungi.

Begitu pentingnyahutan bagi masyarakat Hindu di Bali
diperlukan usahauntuk md estarikannya. Menjauhkan dari usaha
manusia yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan
perusakan terhadap hutan tersebut menjadi tanggung jawab
sdluruh eemen masyarakat yang adadi Bali, tak terkecuai desa
adat. Desaadat di Bai memiliki kekuasaan untuk mengatur dan
melindungi hutan di sekitar wilayahnya

I nstrumen yang digunakan desa adat dalam mengatur
danmelindungi hutan di wilayahnyaadalah anig-awig. Semua
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desapakraman di Bali telah memiliki awig-awig yang telah
disuratkan dalam huruf latin. Dalam awig-awig desapakraman
secaraumum di atur mengenai filosofi hidup umat Hindu yakni
Tri HitaKarana, yang terdiri dari sukerta tata parahnyangan,
sukerta tata palemahan, dan sukerta tata pawongan.
Terkait dengan perlindungan hutan di wilayah desapakraman
di Bdi daamawig-awig seharusnyadimasukan kedaam unsur
sukerta tata pal emahan, namun tidak semuaawig-awig desa
adat mengatur masdahini secararind walaupun merekamemiliki
hutan di wilayahnya. Secaraumumawig-awig di Bali lebih
banyak memuat pengaturan sukerta tata parahyangan dan
sukerta tata pawongan.

Dibutuhkannya peran sertadesa adat di Bali dalam
perlindungan hutan di Bali seperti uraian di atas menjadi latar
belakang penulisan buku dengan judul “Hutan dalam
Lindungan Hukum DesaAdat di Bali”. Secaragaris besar
bukuini akan membahas 3 (tiga) permasal ahan, yakni : bentuk
perlindungan hukum desaadat di Bali terhadap hutan, alasan
yang melatarbel akangi perlindungan hukum desaadat di Bali
terhadap hutan, dan strategi perlindungan hukum desa adat
di Bali terhadap hutan agar efektif. Dalam buku ini
perlindungan hukum dikonsepkan sebagai perlindungan
berdasarkan hukum adat dalam hal ini adalah awig-awig di
Bali sebagai instrument hukum yang digunakan di suatu
wilayah desa adat di Bali. Hutan dikonsepkan sebagai
sumber dayaaam yang patut dilindungi karenamemiliki peran
penting baik ekologis, hidrologis, klimatologis, dan sosial,
agamadan budayabagi kehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya. Serta DesaAdat dikonsepkan sebagai desa
adat yang memiliki hak tradisional untuk mengatur rumah
tangganyasendiri berdasarkan aturan yang ditetapkan dan
ditaati secaraturuntemurunyang adadi wilayah Bali.
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BAB I
SETTING PENELITIAN

Desaadat yang menjadi lokas penelitian di dalam buku
di pilih berdasarkantigajenistipedesa, yang masing-masing di
wakili oleh satu desayang wilayahnyamemiliki hutan. Apabila
desadi Bali di bagi berdasarkan jenisnya, makasetidaknyaada
tigajenisdesa, antaralain:

1) Desa Bali Aga (Bali Mula), yaitu desa pakraman
yang masihtetap menganut tradis pra-Mgjgpahit. Pada
desa-desaseperti ini tidak dikenal adanya sstem kagta.
K ebanyakan beradadi sekitar Kintamani dan daerah
pegununganlainnyadi Bali.

2) Desa Apanaga yaitu desa pakraman yang sistem
kemasyarakatan dan pemerintahannyadipengaruhi oleh
kergiaan Mg apahit, termasuk pulahukumyang berlaku
di wilayahnya, padaumumnyadesa ini terletak di
daerah Bdli dataran.

3) DesaAnyar (desabaru), yaitu: desa yang terbentuk
relatif baru, sebagai akibat dari adanya
perpindahan penduduk dengan tujuan awal mencari
penghidupan. Desa-desaseperti ini dapat ditemukan
di daerah Jembrana dan Buleleng Barat (Dherana,
1995).

Perbedaan tipe desajugadapat dilihat dari namaprajuru
desa. Prajuru di desaBali Agadikenal dengan sebutan dulu
desa. Sementara di Desa Apanaga dan desa Bali Anyar,

perangkat pimpinan desaumumnyadisebut prajuru desa. Desa
tradisiond tertuadi Bali addah DesaBdli Aga. Penduduk adinya
merupakan nenek moyang orang Bai yang berasd dari keluarga
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besar Autronesiadan diperkirakan masuk ke Bali dua abad
sebelum Masehi. Selanjutnya disampaikan bahwa dalam
perkembangan berikutnya masuk imigran dari Jawayang
mel ahirkan tipe desaA panaga.

DesaBdi Agamemiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan
dari desaApanaga, yaitu seperti berikut.

1. PadadesaBadi Aga, pemerintahan desadipimpin secara
berkelompok. Contohnyadesa-desadi Kintamani atau
Bangli pegunungan. Pemerintah desadi sanadipimpin
oleh kubayan, keban dan senggukan, sedangkan pada
desaA panagadiperintah secaratunggal oleh seorang
kepa adesayang dibantu oleh pembantu-pembantunya

2. DesaBali Agatidak mengenal kasta, sedangkan desa
Apanaga mengenal adanyakastatri wangsa.

3. DesaBdi Agamengend adanyatanah-tanah druedesa,
sedangkan desa Apanaga hanyamengenal tanah laba
pura (Dharmayudha, 1995:35).

Terkait denganlokas pendlitian, berdasarkantigatipe
jenisdesadi atas, makadesaadat yang menjadi lokas pendlitian,
yakni: 1) desaadat Tenganan Penggringsingan (Bali Aga), 2)
desaadat Sangeh (Bali Apanaga), dan 3) desaadat Serangan
(Bali Anyar). Gambaran umum 3 (tiga) desatersebut sebagai
berikut.

21 Gambaran Umum Desa Adat Tenganan
Penggringsingan

Apabiladimasukkan ketipedesa, DesaAdat Tenganan
Pegringsingan termasuk ke dalamtipe desaBali Aga. Desaini
terletak di dagrahtimur Pulau Bali, pesiSir sdlatan dan desadekat
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dengan pegunungan yang tidak terpengaruh dengan kemajuan
zaman. Desaini tetap masih dengan taat mematuhi, budaya, dan
tata kehidupan yang diwariskan nenek moyangnya. Desaini
tidak memakai istilah desa pakraman, tetapi tetap memakai
namadesaadat.

Desa Tenganan merupakan kawasan berupa desa
tradisional yang sangat terkena , Tenganan Pegringsingan tetap
mempertahankan adat istiadatnyasebaga Bali Adi atauBdi Aga
Desa Tenganan terletak di wilayah Kecamatan Manggis,
Kabupaten Karangasem, berjarak sekitar 80 km dari Denpasar.

Secarageografisletak desadiapit oleh duaperbukitan,
yaitudi sebelah utaradibatas oleh desaMacang, S Timur oleh
desaBungayadan Asak, Sis selatan oleh DesaAdat Pesedahan
dan di sisi barat oleh desa Adat Ngis. Desa Tenganan
Pegringsingan terl etak padaketinggian 50 sampai dengan 500
dari permukaan laut, suhu 28-30 °C, dan curah hujan 620 mm/
tahun. Luasseluruh areal DesaTenganan Pegringsingan adalah
917,200 ha, areal sawah 255,840 ha, |ahan kering 583,035 ha,
termasuk tegalan , hutan, sedangkan sisanya 78,325 haadalah
lahan permukiman danfasilitassosd lainnya

Secaratertulisinformasi tentang sejarah DesaAdat
Tenganan Pengringsngan sangat sulit di temukan. Namun dengan
metode wawancara didapatkan informasi, yakni menurut
penuturan Bapak | Ketut Sudiastika (wawancara, tanggal 3
September 2016) menyatakan legenda desayang ceritanya
diwariskan secaraturun temurun oleh nenek moyang tetuadan
tokoh desayang dapat dipercaya. Awal nyaadaupacaraAswa
Medayadnya di Keragjaan Bedahulu. Dalam upacara ini
diperlukan seekor kudabernama Oncesrawe sebagai Syarat
utamakarenakudaini akan di korbankan (untuk caru). Akan
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tetapi, secaratiba-tibapadasaat kudaini akan dipotong ternyata
tidak ada, menghilang dari kandang yang dibuat khusus untuk
kuda Oncesrawe. Sang rgjasangat marah lalu memerintahkan
seluruh rakyat dibawah pimpinan para pepatihnyamencari,
menangkap, dan membawakembali kuda Oncesrawe supaya
upacaraAswa Medayadnya bisadilanjutkan. Rombongan yang
bertugaskearahtimur disebut \Wbng Paneges. Merekaberjaan
tidak henti-hentinya. Setelah rombongan \Wong Paneges sampai
di sekitar pesisir Candi Dasa, ditemukanlah kudaOncesrawe
dalam keadaan mati. Setelah Wong Paneges melaporkan
keadaan kuda itu ke Kergjaan Bedahulu, maka sang raja
memerintahkan agar mayat kuda Oncesrawetidak di bawake
Kergjaan Bedahulu, tetapi harusdikubur di tempat ditemukan
kudaitu mati.

Titah RgjaBedahulu sel anjutnyaadal ah \Wbng Paneges
diberikan tanah untuk tinggal di wilayahini. Wilayah yang
ditempatinya berdasarkan bau mayat kuda, yaitu sgjauh mana
bau mayat kuda tercium, makawilayahitu bisadimiliki oleh
Wong Paneges. Para tetua Wong Paneges cukup cerdik
mereka sepakat untuk mendapatkan wilayah seluas-luasnya,
meakadibuatlahtipu daya, mayat kudaitu di potong-potong dan
dimasukan ketasyang terbuat dari pembungkuskelapamuda
yangdisebut “tapis’. Tastapisyang sudah di S potongan mayat
kudaitu dibawaoleh Wbng Paneges menyebar kearah timur,
utara, uarat sgjauh mereka bisa berjalan sehingga sampai
disanal ah bau mayat kudaitu tercium. Dengan demikian, bau
mayat kudaitu sampai berpuluh-puluh kilo meter dari tempat
asalnyadi pesisr Candi Dasa Luassduruhwilayahitu mencapai
917,200 ha. Pada saat ini wilayah tersebut bernama Desa

Tenganan Pegringsingan.



Namapegringsingan berasal dari katagringsing yang
berarti gring = sakit dan sing berarti tidak. SehinggaGringsing
artinyatidak sakit. Desa Tenganan Pegringsingan artinyaDesa
Tenganan yang tidak sakit. Salah satu ciri khasDesa Tenganan
Pegringsingan add ah kain tenun Pegringsingan yang dipercaya
kalau memakai kainini, makas pemakai akan terhindar dari
penyakit. K epercayaan masyarakat setempat terpancar pada
kain tenun pegringsingan yang dibuat dari warnaadi pepohonan
(bahan tidak memakai warnabahan kimia) yang berwarna“tri
murti”, yaitu warna merah adalah simbol Bethara Brahma,
warna putih ssimbol BatharaWisnu, dan warnahitam sebagai
smbol BetharaSiwa. Perpaduan ketigawarnaini dan perpaduan
ketigasimbol bathara ini menjadi tri murti yang dipercaya
sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusiapenganutnya.

Sebagal sdah satu desayang bertipeBali Aga, penduduk
Desa Tenganan Pegringsingan per 31 Desember 2013 tercatat
688 orang, yaitu 333 orang | aki-laki, dan 355 orang perempuan.
Semuaini tercatat dalam 232 kepalakeluarga (KK). Secara
umum, mata pencahal an warga Desa Tenganan Pegringsingan
adal ah petani dan sebagian lagi wirausaha pariwisata. Mata
pencaharian di bidang pariwisataini dapat berkembang baik
karena Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu
objek wisatayang terkenal di Bali Timur dan sangat disenangi
oleh wisatawan mancanegaradan domestik. Potens wisatayang
ada di daerah ini sangat mendukung penduduk desa yang
berprofesi sebagai wiraswastadi bidang pariwisata, seperti
disebutkan di bawahini.

Sistem adat di Desa Tenganan terdapat tiga struktur
penduduk, yaitu krama desa, krama gumi pulangan, dan
krama gumi. Tiap-tiap krama tersebut mempunyai peranan
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tersendiri danterdapat persyaratan tertentu di dalam menduduki

jabatan krama masing-masing. Krama desa adal ah struktur
teratas dalam masyarakat adat Tenganan yang jugaberfungs

sebagal lembagapemeritahan adat yang paing utama. Tugasnya
add ah merencanakan dan menye enggarakan program-program
di dalam masyarakat Tenganan. Misalnya, persyaratan seorang
krama desawajib dijabat ol eh sepasang suami istri adli orang
Tenganan, tidak cacat fisik, tidak poligami, tidek jandaatau duda,
tidak mel akukan duakesal ahan yang sama, anaknyabelum ada
yang menikah, dan masajabatannyaitu tidak ditentukan. Jika
misalkan anak merekasudah besar dan menikah secaraotomatis
orang tuanya pindah jabatan menjadi krama gumi pulangan.

Krama gumi pulangan (Keliang Desa Adat) merupakan
kel ompok terpenting dalam pemerintahan. Di sini Keliang laki-
laki diwgjibkan untuk berkumpul setigp malam di BaeAgung
untuk membicarakan segalahd yang terjadi dan apabilaKediang
laki-laki tidak bisahadir, wajib diwakilkan olehigtrinya Di pihak
lain krama gumi adalah seluruh masyarakat adat Tenganan
termasuk yang cacat fisik. Anggotamasyarakat yang cacat fisk
tidak bisamenduduki jabatan dalam lembaga pemerintahan.

Penggolongan penduduk tersebut berbeda dengan
K eputusan Mg dlisUtamaDesaPakraman (MDP) Bai Nomor:
050/Kep/Psm-1/MDP Bali/ll1/2006, Jumat 3 Maret 2006,
tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung | MDP Bali. Hasll
pesamuhan agung menentukan bahwa penduduk Bali
berdasarkan agamayang dianut dan tempatnyaberdomisili,
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) krama desa (penduduk
beragamaHindu dan mipil atau tercatat sebagai anggotadi desa
pakraman); (2) kramatamiu (penduduk yang beragamaHindu
dan tidak mipil atau tidak tercatat sebagai anggota di desa
pakraman); dan (3) tamiu (penduduk non-Hindu dan bukan
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anggotadesa pakraman). Tigp-tigp golongan penduduk tersebt,
mempunyai swadharma (kewajiban) yang berbedaterhadap
desa pakraman. Perbedaan itu hendaknya memberikan
kenyamanan kepadaketigagolongan penduduk tersebut.

DesaAdat Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga
banjar adat, yaitu (1) Banjar Adat Kauh, (2) Banjar Adat Tengah,
dan (3) Banjar Adat Kangin (Banjar Pande). Penduduk desa
adi kelahiran desaAdat Tenganan Pagringsaingantinggd di Banjar
Adat Kauhdandi Banjar Adat Tengah, sedangkan penduduk
yangtinggd di Banjar Adat Kangin (Banjar Pande) addahwarga
mantan anggota DesaAdat Tenganan Pegringsingan, tetapi
mel akukan perkawinan dengan wanitadari desalain. Sdainitu,
jugapenduduk adli yang cacat fisk atau mental sertapenduduk
pendatang yang menetap dan mencari penghidupan di sana, di
samping penduduk adi yang melanggar aturan adat.

Organisasi kependudukan desa dibagi dalam tiga
kategori. Pertama, krama desaadat, yang termasuk di sini addah
semuaanak laki-laki dan perempuan yang lahir di DesaAdat
Tenganan Pegringsingan. Kedua, krama gumi pulangan, yang
termasuk padakategori ini adal ah wargamantan anggotaDesa
Tenganan Pegringsingan, |aki-laki desaini, tetapi mengambil istri
dari luar desadan penduduk adli yang cacat fisik atau mental
dan K etiga, krama pemaksan.yang termasuk kategori ini adaah
mencakup kesd uruhan penduduk desayang tinggd di DesaAdat
Tenganan Pagringsingan.

Organisas pemerintahan desaterdiri atasha-hd berikut.
1. Luanananggotanyalimapasang suami istri penduduk
adi DesaAdat Tenganan Pegringsingan.
2. Bahanrorasanggotanyaterdiri atas, enam pasang uluan
sebagai eksekutif, enam pasang bahan tebenan sebagai
legidatif.
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3. Tambalapurorassebaga operasiond terdiri atas enam
pasang tamba lapu uluan dan enam pasang tamba
lampu tebenan.

4. Pengeluduan operasiona cadangan jumlahnyatidak
terbatas.

5. Nandes(orangluar) sebagal pemimpinmalang (pepatih
desa).

Suatu aturan yang sangat luar biasaadal ah klian adat
terdiri atas limapasang suami istri penduduk adli. Kelian adat
ini mengadakan rapat di Bale Agung setiap malam mulai jam
08.30 sampai dengan salesai, kecudi hari libur. Dalam setahun
hanya tigakali libur, yaitu sasih kepitu, satu hari menjelang hari
RayaGalungan, dan Kuningan.

Struktur masyarakat Tenganan Pangringsingan pada
puncak pimpinan dipimpinoleh enam orang kelian adat dan
enam orang bahan tebenan. Dalam menjalankan tugasnya
pengurus adat mendapatkan petunjuk dan nasihat dari penasihat
adat yang disebut dengan luanan berjumlah limaorang. Untuk
membantu pengurusadat dalam bidang administras dipilih satu
orang penyarikan/ sekretarisyang bergantian bertugas satu
bulan sekdi, sedangkan dalam bidang keuangan pengurus adat
dibantu oleh satu orang petengery bendaharayang jugabertugas
secarabergantian satu bulan sekali.

Untuk memberikan efektivitas dan efisiensi dalam
menjaankan tugas dan kewenangannyapengurusadat memilih
beberapakepa abidang yang disebut dengan baga-bagaterdiri
atas enam orang tamba lapu duluan dan enam tamba lapu
tebenan pengel uduhan yang membawahi baga upacara, baga
pembangunan, baga pemerintahan, baga pertanian, dan baga
sesual dengan kebutuhan yang adayang terdiri atas satu orang
tamba lapu duluan dan satu orang tamba |apu tebenan.
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2.2  Gambaran Umum DesaAdat Sangeh

Desaadat Sangeh berdasarkan datatertulisdi awig-
awig desaadat Sangeh memiliki bataswilayah, antaralain
-S9Timur  : HutanAlasWayah dan Tukad Yeh Adeng
-Sd Sdatan : Telabah Jambangan dan Jengkuwung
Subak Sangeh
-SisBarat  : TukadYeh Penet
-S9Timur  : Jalan Tanah Wuk, dan Jengkuwung
Subak Gerana

Desa adat Sangeh di bangun dari 174 Karang Desa
dan 14 Karang Ayahan Desa, antaralain:

a Banjar Adat Batursari 41 karang desa dan 2 karang
ayahan

b. Banjar Adat Brahmana 30 karang desadan 2 karang
ayahan

c. Banjar Adat Sbang 33 karang desadan 3karang ayahan

d. Banjar Adat Pamijian 31 karang desa dan 4 karang
ayahan

e. Banjar Adat Mulukbabi 39 karang desadan 3 karang
ayahan

L uasdesaadat Sangeh yakni 4,50 km? Penduduk desa
adat sangeh di bagi menjadi tiga, yakni :
a.Krama pengarep : kduargayangmendiami kerangdesa
adat
b.Krama panyade : keluargayang masihadahubungan
waris dengan kramapengarep dan
tinggd di wilayah desaadat
c.Kramapengele : keluarga yang ikut bertempat di
tempat tingga krama pengarep dan
tinggd di wilayah desaadat
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Desaadat sangeh memiliki susunan prgjuruantaralain:
Bendesaadat, Petgjuh, Penyarikan, Juru raksadan Kasinoman.
Saat ini luaswilayah desaadat Sangeh yakni 4,50 km2 dengan
jumlah penduduk padatahun 2004 sebanyak 4043 jiwa.

2.3 Gambaran Umum DesaAdat Serangan

Desaadat Serangan memiliki batas-batas, antaralain:
- Sis Utara : Laut/ DesaAdat Intaran
-Sig Timur : Laut/ Selat Badung
-Sid Sdatan  : Laut/ DesaAdat Tanjung Benoa
- Sis Barat : Laut/ DesaAdat Sesetan

Sejarah desa Serangan sampai sekarang tidak pasti,
belum di jumpai sampai sekarang bukti tertulisnya. Berdasarkan
ceritadari |daDewaAgung Mayun Putra (RajaKlungkung)
yang di ikuti oleh | Ketut Rampun (Pemangku Pura Puseh-
Serangan), bercerita tentang desa Serangan. Babad Dalem
Klungkung saat berkuasanyaldaDalem Ketut Ngelesir (1373)
masehi adadi ceritakan tentang Serangan. |da Dalem K etut
Ngelesir pernah singgah di Pandak Tabanan. Tidak lamalda
singgah di sana, adautusan dari Puri Gelgdl supayaldakembdi
ke Puri karenaadaacaraAgungdi Puri.

Utusan tersebut mengiringi |dakaPandak Tabanan,
dipimpinoleh S Ngurah Kebon Kelapadi ikuti oleh paraArya,
yakni :Arya Kepakisan, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya
Sentong, AryaBe og, AryaBeetingmAryaK utaWaringin, Arya
Benculuk dan Arya Kenuruhan. Sesudah Ida Dalem Ketut
Ngelesir di angkat sebagai Rgjadi Puri Gelgel di serang oleh
Wong Bdi Agadi ikuti Wong Kintamani, Wong K edisan, Wong
Abang, Wong Pinggan, Wong Muntig dan Wong Petulu. |da
Dalem Ketut Ngelesir beserta pendampingnya mengal ami
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ketakutan dan berusahamenyel ematkan diri masing-masing
supayatidak di tangkap oleh lawan. Salah satu pendamping Ida
bernamaAryaKencenglari kepessr sdatan Bdi dan membuang
dirinyakelaut yang luas.

Akibat restu Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Arya
Kenceng diseret arus sampai terdampar ke gundukan pasir
(muntig) dankemudiadi selameatkan oleh ndlayan dan dilgporkan
kepada BendesaM as ada orang yang terdampar. Mendengar
lgporang tersebut kemudian Ki BendesaMasmengikuti nelayan
tersebut untuk menghampiri orang yang terdampar tersebui.
AryaKenceng agar tidak di bunuh oleh Wong Bali Aga, Arya
Kenceng menyatakan diri tidak mengetahui apa-apa, dan
mengaku di serang dan di hempaskan oleh burung garudabesar.

K etikamendengar adaorang yang terdampar di muntig
karenadi hempaskan burung garudabesar banyak orang yang
merasaibadan berusahamenolong karena perasaan kangen
(iba). Banyak bantuan ke muntig atau pul au kecil tersebut, dan
berangsur menjadi sejahtera banyak emas dan perhiasan di
sumbangkan sehingga secaraniskaladisebut pulau emas, di
tempat muntig yang sirang lama-kel amaan disebut serangan,

Desaadat Serangan di bagi menjadi 6 Banjar dan 1

Kampung Bugis, antaralain:

Banjar Adat Ponjok

Banjar Adat Kgja

Banjar Adat Tengah

Banjar Adat Kawan

Banjar Adat Peken

Banjar Adat Dukuh

SuhkhwdpE
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Pengurusadat Desa Seranganterdiri dari :

Panuntun terdiri dari paraPemangku Khayangan Tiga
Sabha Desa merupakan perwakilan masing-masing
Banjar

Kertha Desaterdiri dari prajuruyang telah pensiun
Prajuruterdiri dari Bendesa, Petajuh (parahnyangan,
pawongan dan palemahan) sebagal wakil, Penyarikan
(juru surat), Petengen (juru raksa), Kasinoman (juru
arah) dan Pangremba (parakelihan Banjar).
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BAB 11
AWI G-AWI G:
HUKUM DESAADAT YANG MELINDUNGI
HUTAN DI BALI

Prinsip negarahukum salah satunyamenunjung tinggi
asaslegalitas. Artinya, segalabentuk penyelenggaraan negara
berdasarkan hukum. Ternyata pada desa adat di Bali
menjdankan jugaasastersebut. Ini tercermindari penye engaraan
desa adat berdasarkan hukum kebiasaan yang kemudian
dituliskan dalam bentuk awig-awig. Awig-awig merupakan
sd ah satu bentuk dari desaadat menjaankan otonominyadaam
mengurus rumah tangganya sesuai dengan Perturan daerah
tentang Desa Pakraman di Bali.

Muatan materi awig-awig padaumumnyamengatur
tentang konsep tri hita karana, yakni tiga penyebab hubungan
yang harmonis, yakni : Sukerta tata Parahnyangan (hubungan
yang harmonisdengan Tuhan Yang Maha Esa), Sukerta tata
Pawongan (hubungan yang harmonisdengan sesamamanusia),
dan Sukerta tata Palemahan (hubungan yang harmonisdengan
lingkungan). Terkait dengan perlindungan hutan jikadihubungkan
dengantri hita karana, makamenyangkut ketigahal tersebuit.
Adanyaperlindungan hukum terhadap hutan merupakan upaya
penegakan hukum lingkungan berbasi sagamaHindu dengan
dasar hutanitu ciptaan Tuhan, hutan dijagauntuk keberlangsungan
hidup manusia, dan hutan di jaga untuk pelestarian dan
keseimbangan dam. Desaadat Tenganan Pegringsingan, Sangeh
dan Serangan tentunyamemiliki aturan-aturan yang berbeda
mengena peestarian hutan yang di atur dalaminstrument hukum
adatnyayang dikenal dengan namaawig-awignya, untuk lebih
jelasnyadi jelaskan dalam uraian sebagai berikut :
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3.1 Tinjauan Umum Awig-awigdalam DesaAdat di Bali
3.1.1 Pengertian dan Bentuk Awig-awig

Masyarakat hukum adat (desa adat) mempunyai
konsekuens keterikatan dengan adat istiadat atau hukum adat
setempat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan
masyaraket setempat. Setigp masyarakat mempunya anig-amg
desaadat, yaitu peraturan dan ketentuan dasar yang menjadi
pedoman perilaku bagi seluruh krama desa adat di dalam
kehidupan bersama. Dalam pasal 1 angka11 PerdaNo. 3 Tahun
2001 tentang Desa Pakraman, menyatakan;

“ Awig-awig ada ah aturan yang dibuat oleh kramaDesa
Pakraman dan atau krama banjar pakraman yang
dipakal sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri hita
karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma
agamadi Desa Pakraman/banjar pakraman masing-
masing’.

Awig-awig desayang satu dengan desayang lain ada
kalanyaberbeda. Desamempunyai tatanan adatnya sendiri
sehinggamembawakonsekuens akan adanyakeanekaragaman
awig-awig desa adat. Namun, awig-awig ini pun tidak
bertentangan dengan hukum negarayang berlaku. Oleh karena
keberadaan konsep desa mawacara jugadianut prinsp negara
mawe tata, yakni bahwa segala sesuatunya nantinya akan
kembali ke hukum negara. Prinsip mawa tata ini tercermin
dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) PerdaNo 3 tahun 2001 tentang
Desa Pakraman yang menyebutkan bahwa,

“ Awig-awig Desa Pakraman tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.
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Awig-awig merupakan sal ah satu unsur rasakesatuan
warga dalam desa adat yang disusun dan disahkan melalui
Sangkep Krama Desa Pakraman (Rapat anggota Desa
Pakraman).

Penyusunan awig-awig desa adat harus berpedoman
padaCatur Dresta (empat ketentuan), yaitu : (1) SastraDresta
ada ah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari gjaran agama
Hindu; (2) Purwa Dresta adal ah ketentuan-ketentuan yang
bersumber dari tradis atau kebiasaan yang masih berlaku; (3)
Loka Dresta adal ah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari
pandangan-pandangan dari kramadesaadat; (4) Desa Dresta
adal ah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari pandangan-
pandangan yang berlaku khususdi lingkungan desaadat yang
bersangkutan (Gorda, 1999: 2-3).

Yang harus didahul ukan dan diutamakan dari Catur
Dresta adal ah drestayang disebut pertama, yaitu sastradresta.
Penyusunan awig-awig desaadat dilakukan dengan merujuk
gaanagamaHindu. Hal itu padahakekatnyaberarti pemakaian
atau penjabaran secarakongkrit, nilai-nilai dan gjaran agama
Hindu untuk mengatur tingkah laku sel uruh anggotamasyarakat
desaadat dalam kehidupan sehari-hari.

Awig-awig merupakan penjabaran |ebih nyatadari Tri
hita karana. Hal ini terlihat bahwadi ddam awig-awigitu ada
empat hal yang diatur, yakni (1) Tata Sukerta Parahyangan
merupakan aturan dan ketentuan yang menjadi dasar atau
pedoman prilaku hubungan krama desa adat dengan Hyang
Widhi (Tuhan); ini menyangkut menta spiritud; (2) TataSukerta
Pawongan merupakan aturan dan ketentuan yang menjadi dasar
atau pedoman prilaku hubungan aturan sesamaK ramadesaadat,
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baik hubungan vertikal maupun horisontal dalam kehidupan
bermasyarakat; (3) Tata Sukerta Palemahan merupakan aturan
dan ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman prilaku
hubungan Karmadesaadat dengan dam sekitarnya; (4) Tentang
sanks bagi kramadesaadat yang melanggar awig-awig dengan
pasuarannya (peraturan pelaksanaan).

Awig-awig desa adat di Bali tidak hanya memiliki
kekuatan berupaganjaran-ganjaran dan hukuman-hukumanyang
bersfat duniawi dan manusiawi (profane), tetapi jugamemiliki
ganjaran dan hukuman yang bersifat supra manusiawi dan
surgawi (sakral). Dalam hubungan dengan ini, Durkheim
menyatakan bahwadengan adanyasanks yang bersifat sakrd,
di samping sanks yang bersifat profan itu, lebih memperkuat
ketaatan, kepatuhan, dan keyakinan anggota, masyarakat
terhadap nilai-nilal, norma-normadan aturan-aturan yang berlaku
di masyarakat. Sanks yang bersifat manusiawi (profan) yang
dijatuhkan kepada krama desayang berpril aku tidak sesuai
dengannilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang diatur
secaratertulis(awig-anig) yang tidak tertulisyang berlaku dalam
wilayah desaadat di Bdi diputuskan mela ui sangkep desaadat
yang dihadiri oleh seluruh kramadesa. Sanks yang bersfat sskrd
erat hubungannyadengan kepercayaan dan keyakinan terhadap
Karma phala (hasi| perbuatan) baik buruknyahidup seseorang
di duniasekarang maupun setelah meninggal duniamerupakan
hasi| dari perbuatannya (karmanya) sendiri.

Awig-awig merupakan pedoman dasar pemerintah desa
adat. Ikatan keagamaan yang sangat kental dalam desa adat
ditunjukkan dengan adanya ikatan religius berupa Pura
Kahyangan Tiga. Pura Kahyangan Tiga merupakan kesatuan
purayangterdiri atastigakomplekspura. (a) PuraDesaaddah
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puratempat memujaBrahma merupakan sebutan Hyang Widhi
dalamfungs sebaga MahaPencipta(Utpatti); (b) PuraPuseh
adal ah puratempat memujaW snu merupakan sebutan Hyang
W dhi ddamfungsinyasebaga MahaPengasih, MahaPenyayang,
MahaPemdiharasegdaciptan-Nya(Shiti); dan(c) PuraDalem
adal ah puratempat memuja Swa merupakan sebutan Hyang
W dhi ddam fungsinyasebagal pelebur (pralina) semuaciptaan-
Nyauntuk dikembalikan keasalnya(Gorda, 1999: 19)

Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terkait oleh
adanyaKhayangan Tiga sebaga suatu Sstem persembahyangan
bagi para warga desa. Pura Khayangan Tiga menjadi ciri
adanyasuatu desaadat. Ini berarti sebuah desaselain sebagai
kesatuan wilayah dengan batas-batasnya yang jelas, desa
senantiasaditandai oleh batas-batas pemujaan. Kramadesa
antara satu dan lainnya membatasi diri mereka pada batas-
batas pemujaan padatiga pura lingkungan desamerekadari
mana berasal atau melakukan aktivitas untuk suatu proses
persembahyangan di tigaPuratersebut. Pura Khayangan Tiga
merupakan ciri utamadan sekaligussebagal unsur mutlak yang
bersfat spiritual-religiousdari adanyasebuah desaadat di Bali.
(Raka, 1955: 19).

Bentuk awig-awig padaumumnyadi Bali sekarangini
sudah dalam bentuk tertulis. Baik ditulisdengan aksaraBali,
bahasalatin Bai dan Bahasalndonesia. Adapergeseran bentuk
awig-awig, yang dahulu dominan menggunakan daun lontar
untuk menulisnya, sekarang karenaperkembangan zamantelah
berubah dengan menggunakan kertasyang tulisannyadihasilkan
dari ketikan mesin tik maupun computer. Perubahan bentuk
tersebut tidak mengurangi maknadari keberadaan awig-awig
dalam suatu desaadat di Bali.
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3.1.2Muatan Materi dan Fungsi Awig-awig

Awig-awig desaadat dalam batang tubuhnyamengatur
beberapahal yang di anggap perlu oleh krama desamelal ui
sangkepan. Isi dari aturan dari awig-awig tersebut disebut
sebagai materi muatan. Dengan kata lain materi muatan
merupakan materi yang di atur dalam awig-awig. Materi tersebut
tentunyamempunyai fungs yang dikehendaki oleh kramadesa
melalui kesepakatan yang tel ah dihasilkan. Adapun penjabaran
mengenai muatan materi dan fungsi awig-awig desa adat
Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh dan desa adat
Serangan di jabarkan sebagai berikut:

1) DesaAdat Tenganan Pagringsingan

DesaTenganan Pegringsingan memiliki peraturan adat
yang disebut awig-anig. | Ketut Sudiastikamenyatakan menurut
ceritayang sudah turun temurun dari nenek moyang, berlanjut
kepada tetuanya, dan saat ini cerita itu pada generasi
kepemimpinannya, pada tahun 1841 Desa Tenganan
Pegrings ngan kebakaran besar-besaran sampal menghabiskan
seluruh perumahan warga. K etikaitu hanyaadasatu rumah yang
tidak terbakar. Akibat terjadinyakebakaran tersebut, semua
Surat-surat penting desajugaikut terbakar termasuk awig-awig
desa (wawancara, 3 September 2016).

Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 1842 para
pengurusadat menghadap RgjaK lungkung untuk menyampaikan
keadaan Desa Tenganan Pegringsingan telah habisdilalap api,
termasuk awig-awig desa juga ikut terbakar. Titah Raja
Klungkung padawaktuitu adalah desaharustetap mempunyai
awig-awig. Tanpa adanya awig-awig desa akan sulit
dipertahankan karenaawig-awig berfungs sebagai aturan adat
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untuk mengatur, baik ke luar maupun ke dalam desa, demi
menjagaketertiban, ketenteraman, keamanan, keadilan, dan
kesgjahteraan parapenduduk yang bermukim di desaini. Rgja
memerintahkan menyusun kembali awig-awig berdasarkan
ingatan dan ditambahkan dengan kondisi yang akan datang
sebagal bahan perubahannya.

Padacatatan kaki awig-awigyangtelah disalin setelah
peristiwakebakaran terdapat kalimat : “ Disalin dengan gjaan
sama dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari
transkripsi awig-awig Desa Tenganan Pagringsingan milik
Perbekel Tenganan, yakni | Nyoman Suarna. Seperti dinyatakan
di dalamnyaawig-awig desaini merupakan hasi| pencatatan
kembali atas dasar ingatan orang-orang Desa Tenganan
Pangrisingan setd ah surat-surat peraturan adi milik desatersebut
terbakar padatahun 1841. Dalam bentuknyayang baruini Dr.
V.E. Korntelah mencantumkannyaberupatranskrip ke dalam
huruf latin di dalam bukunyayang berjudul De Dor parepubliek
Tenganan Pangrisingan. Selanjutnyadi transkrip kembali ke
dalam huruf Bali yang sekarang disimpan di Gedong Krtya,
Singargjadengan lontar Nomor 1A, 1223/7.

Muatan materi awig-awig desa adat Tenganan
Pagringsingan yang terdiri dari 61 Pasal, yang padaumumnya
mengatur: pasal 1 dan pasal 2(tatacarapembuatan awig-awig
dan sangkepan), pasal 3 (pencurian), pasal 4(tata cara
pertunangan), pasal 5, dan pasal 6 (perkawinan), pasa 7 (harta
kekayaan), pasal 8 (Ilarangan menanam pohontarum), pasal 9
(larangan memasang duri), pasa 10 (orang yang mengungs dari
tempat lain), pasal 11 (orang desa yang menjelgjah atau
mel akukan penyerangan keluar), pasal 12 (batasdaerah), pasa
13 (penyelenggaraaan pemujaan di desa), pasal 14
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(pemédiharaan pohon kayu), pasa 15 (perempuan yang tidak
bersuami), pasd 16 ( perkawinan dengan saudarasepupu), pasal
17 (kematian di luar desa), pasal 18 (keturunanyang ditinggal
mati orang tuanya), pasal 19 (tatacaramendapat pekarangan
desa), pasd 20 (anak mudayang berkewsjiban membantu desa),
pasal 21 (orang mandul), pasal 22 (pendatang), pasal 23
(pekarangan bagi pendatang), pasal 24 (terbakarnya desa
Tenganan Pagringsingan), pasal 25 (proses penulisan kembali
awig-awig yang pernah terbakar), pasal 26 (penerimaan hasil
bumi dari Tigasana), pasa 27 (larangan merusak tempat suci),
pasal 28 (keadaan adapenyakit berat dan menular), pasal 29
(laranganikut rapat bagi orang cacat), pasal 30 (aturan mandi
di pemandian suci), pasal 31 (anak kembar buncing), pasal 32
(tatakrama pemaksaan perkawinan dan pemerkosaan), pasal
33 (penjambretan wanita), pasal 34 (kematian yang dibarengi
sebel/ kotor), pasal 35 (tatacaraperumahan), pasal 36 (larangan
membuat organisasi di luar yang ditentukan), pasal 37
(pendatang), pasal 38 (tatacaramemungut sumbanganwajib,
pasal 39, dan pasal 40 (perkumpulan pemuda), pasal 41 (orang
Banjar Pande), pasa 42 (penggarapan tanah di luar desa), pasa
43 (tata cara pembuatan rumah antar keluarga), pasal 44
(penjualan daging yang sudah mati), pasal 45 (pemotongan
hewan), pasal 46 (hukuman mati), pasal 47 (pengaduan ayam),
pasal 48 (orang yangtuli, gila, bingung), pasa 49 (larangan ceral
berkeluarga), pasa 50 (dudamenikahlagi), pasd 51 (pendatang
yang mencari pekerjaan), pasal 52 (orang yang kawin belum
punyaanak), pasal 53 (janda), pasal 54 (tentang pencarian
air nira), pasal 55 (larangan memetik buah lar angan), pasa
56 (orang buangan), pasal 57 (janda sebagai anggota
sangkepan), pasal 58 (tatacara sangkepan), pasal 59 (hibah
hartakekayaan), pasal 60 (sengketa hartawarisan), pasal 61
(pohon kayu yang dir ebahkan angin).
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Fungsi dari awig-awig desa adat Tenganan
Pagrings ngan berdasarkan muatan materi di atas, yakni mengatur
hubungan manusiadengan Tuhan, mengatur hubungan manusia
dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan
lingkungan. Pengaturan tersebut sudah menggambarkan
implementas dari tri hita karana dalam awig-awig desaadat
wal aupun bentuknyamas h sederhanadan berbedadengan awig-
awig desaadat padaumumnya.

2) Desa Adat Sangeh

Awig-awig desaadat Sangeh di susun dengan semangat
Tri hita karana, yakni sukertatata parahyangan, sukertatata
pal emahan dan sukertatata pawongan. Awig-awig desaadat
Sangeh di buat oleh kramadesaadat dan di pimpinoleh prgjuru
adat, yang di ikuti oleh utusan masing-masing Banjar yang ada
di wilayah desaadat Sangeh. Pembahasan awig-awig dilakukan
dengan paruman adat dari hari Minggu, Wuku Julungwangi
tangga 1 Maret 2009 sampai dengan hari Minggu, Wuku Mata
tanggal 20 Desember 2009 dan di sahkan padatanggal 31
Desember 2009.

Secara garis besar terdiri dari Bantang Awig-awig,
Purwaning Atur, Sargal yakni Aranlan Wewidangan, Sargall
yakni Petitis lan Pamikukuh, Sarga Ill yakni Sukerta Tata
Pakraman (terdiri dari Palet 1 Indik Krama, Palet 2 Indik
Prajuru, Palet 3 Indik Kulkul, Palet 4 Indik Paruman, Palet 5
Indik Padruen Desa), SargalV SukertaTataPalemahan (terdiri
dari Palet 1 Karang, Tegal lan Carik, Palet 2 Papayonan, Palet
3 Wewangunan, Palet 4 Wewalungan, Palet 5 Baya, Palet 6
Penyanggran Banjar), SrgaV SukertaTataAgama (terdiri dari
Pdet 1 DewaYadnya, Paet 2 Rs Yadnya, Paet 3 PitraYadnya,
Palet4 Manusa Yadnya, Palet 5 Bhuta Yadnya), Sarga VI
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Kaskertan TataPawongan (terdiri dari Palet 1 Pawiwahan, Palet
2 Indik Balu/ Nyapihan, Palet 3 Indik Sentana, Palet 4 Indik
Waris), Sarga VIl Wicaralan Pamidanda (terdiri dari Palet 1
Indik Wicara, Palet 2 Indik Pamidanda), SargaV 11 Nguwah-
Uwuhin Awig-awig, Sargal X Samapta, PangriptaAwig-awig
DesaAdat Sangeh.

3) DesaAdat Serangan

Awig-awig desa adat Serangan di buat tahun 2005
denganisinyamengatur antaralain : MurdhaCitta, Pratama
Sargah (Aran lan Wewidangan), Dwitya Sargah (Petitislan
Pakukuh), TrityaSargah (SukertaTataPakraman) Palet 1 Indik
Krama, Palet 2 Indik Prajuru, Palet 3 Indik Paruman, Palet 4
Indik Kulkul, Palet 5 Indik Druwen Desa, Palet 6 Sukerta
Pamitegep (Indik Karang, Pepayonan, Wewalungan,
Wewangunan, Dustalan bahaya, Indik Penyanggran Banjar),
Caturtas Sargah (Sukerta TataAgama) Palet 1 Indik Dewa
Yadnya, Palet 2 Indik Rs Yadnya, Palet 3 Indik PitraYadnya,
Palet 4 Indik Manusa Yadnya, Palet 5 Indik Bhuta Yadnya,
Pancama Sargah (Sukerta Tata Pawongan), Palet 1 Indik
Pawiwahan, Palet 2 Indik Nyapihan, Palet 3 Indik Sentana,
Pdet 4 Indik Waris, Paet 5 Indik Pendidikan, K etenagakerjaan,
K esehatan, dan Keamanan. Sad Sargah (Wicaralan Pamidanda)
Pdet 1Indik Wicara, Palet 2 Indik Pamidanda. SaptamaSargah
(Nguwah-Nguwuhing Awig-awig). Astama Sargah (Pamuput).
Lampiran.

3.2 Perlindungan Hutan dalam Awig-awig DesaAdat di
Bali
Penghormatan terhadap hutan dilakukan karenahutan
merupakan € emen penting dalam keberlangsungan kehidupan
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manusiatermasuk puladalam kegiatan adat i stiadatnya, untuk
itu perlu diidentifikasi perlindungan hutan dalam awig-awig
sebagal instrumen hukum desaadat di Bali.

3.2.1 Perlindungan Hutan dalam Awig-awig DesaAdat
Tenganan Pagringsingan

Desa Tenganan Pagringsingan sebagai salah satu jenis
desaadat Bali Agamemiliki susunan awig-awig yang masih
sederhana. Awig-awig desaadat Tenganan Pagringsingan terdiri
dari 61 Pasal yang disempurnakan padahari Jumat Pon, Wara
Tambir, Sasih 1, Panglong Ping 10, Rah 7, Tanggek 4, | saka
1847 (Tahun Masehi 1925). Adapun pasal ketentuan tentang
kaitannyadengan perlindungan terhadap hutan dalam awig-anig
Desa Pakraman Tenganan Pagringsingan, sebagai berikut :

Pasal 14

Mwah wong desa ika sinalih toenggal angeker wit kajoe
ring sawawengkon desa Tenganan Pagringsingan,
rawoehing sagoemin Tenganan Pagringsingan, Iwir
kaj oene kakeker, wit kajoe nangka, wit tehep, wit tingkih,
wit pangi, wit tjempaka, wit doeren, wit djaka, ne
sadawoeh pangkoeng sabal or desa tan kawasa ngrebeah
djaka kari mabiloekloek, jan woes tlas biloel oekipoene,
ika djakane wnang rebah, jan ana amoeroeg angrebah
kajoe mwah djaka, wnang kang amoeroeg kadanda olih
wong desa goeng arta 400, toer kang karebah wnang
kadawoet olih desa, manoet trap kadi saban. Sadangin
desa mangraris kagoenoenge kangin, tka kawasa
angrebah djaka. Mwah jan ana wong desa ne sinalih
toenggal , matatoend] elan sawawengkone dan tinoendije,
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sagraha kni nilap wit-witan papajon salwire umang kang
sememdjal mengatos kang kadilap, mwah kang roesak
kadi djnaar, toer kang anoendjal tka wnang kadanda
olih kang ngdrwe neroesak, ingan agoeng alit dandane,
teer wnang mamrestista manoet trap kadi saban.

Terjemahan

Dan barang siapapun orang desaitu memeliharapohon kayu
diwilayah desaTenganan Pagringsingan, termasuk di tanah-
tanah tegalan Tenganan Pagringsingan, adapun pohon kayu
yang dipelihara (maksudnyadipingit dan digunakan untuk
hal-hal yang perlu), pohon nangka, pohon tehep, pohon
tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon
enau, yang disebelah barat kali diutara desa dilarang
menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah),
gpabilasudah selesal berbuah pohon enauitu boleh ditebang,
gpabilaadame anggar menebang pohon kayu ataenau, patut
yang melanggar didendasebesarr 400, sertayang ditebang
patut disitaoleh desasesual seperti yang sudah berlaku. Di
sebelah timur desaterus sampai pada sebuah bukit di timur
dibol ehkan menebang pohon enanu. Dan gpabilaadabarang
siapapun orang desamel akukan pembakaran ditempatnya
dalamwilayah desa, akhirnyaken aterbakar pohon-pohonan
atau bangunan suci misalnya, makapatut yang membakar
mengganti yang terbakar, atau yangrusak seperti semula, serta
yang membakar patut didendaoleh yang punyakerusakan,
sesuai dengan besar kecilnya kesalahan dan wajib
mengadakan penyucian (pembersihan secaraadat) sesuai
seperti yang sudah berlaku.
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Pasal 54

Mwah tatkalaning | krama desa ring Tenganan
Pagringsingan ngambeng sadj eng abijane sane atjoetak
kakninin sadjeng akaling, janija nora mdal sadjeng, tka
wnang kadanda goeng arta 400, danda ika mantoek
kadesa sawoengkoel. Mwah kalaning | krama desa ring
Tenganan Pagringsingan ngwangoenang poedja kerti,
kawasa ngrampag sarwa pala ring abijan mwah ring
tjarik sawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan,
janija rampage who klapa, kni pitoeng baengkoel kang
satjoetak, who pisang aidjeng kang satjoetak, who
djambe aidjeng kang satjoetak, who-wohan sane patoet
kanggering desa akisa roras kang satjoetak, who nangka
aboengkoel kang satjoetak, mwah baboengkilan Iwirnija
kladi asija wit kung satjoetak, isen asija witkung
satjoetak, woebi akisa roras kang satjoetak. Mwah
tatkalaning papajon roesak salwirnija sane kaempenin
antoek wong desa ne ring Tenganan Pagringsingan
kawasa | wong desa ngramag ring abijan-abijan
Iwiripoenewit klapa awit kang satjoetak, wit djambe awit
kang satjoetak, wit djaka, awit kang satjoetak, tihing
akatih kang salingseh, jan ana wongo ainalih toenggal
tan ngawehin 1 wong desa ngranpag tka wnang kedanda
goeng arta 10.000, danda ika, mantoek kadesa
sawoengkoel.

Terjemahan

Dantatka akramadesaTenganan Pagringsingan memerlukan
sadjeng (air nira), sebidangladang dikenai air nirasatukaling
(sebuahtempat sgenisguci bahan dari porselin) apabilatidak

29

]

mengel uarkan nira, maka patut didenda uang sebesar 400,
dendaitu masuk ke desasemua. Dan tatkalakramadesadi
Tenganan Pagringsingan menyelenggarakan upacara
pemujaan berhak ngerampag (mengambil dengan cuma-
cuma) bermacam buah (hasil) pada tegalan atau sawah
sewilayah desa Tenganan Pagrings ngan, gpabilamengambil
(mencuri) buah kel gpaagar 7 butir yang sebidang tanah, buah
pi sang setandan yang sebi dang tanah, buah pinang setandan
yang sebidang tanah, buah-buahan yang wajib dipakai di
ddesasatu kisa(sgjeniskeranjang dari daun kepala) isi 12
hiji, yang sebidang tanah, buah nangkasebutir yang sebidang,
dan umbi-umbian misalnyakeladi 9 pohon yang sebidang,
isen (tanaman sgjeniskunir) 9 pohon yang sebidang tanah,
ubi kayu satu kisa(keranjang) is 12 biji yang sebidang. Dan
tatkala kerusakan bangunan-bangunan misalny ayang
dipeliharaoleh orang desadi desa Tenganan Pagringsingan,
berhak orang desangrampag di ladang-ladang misalnya,
pohon kel apa sebatang yang sebidang tanah, pohon pidang
sebatang sebidang tanah, pohon enau sebatang yang sebidang
tanah, bambu sebatang yang serumpun, apabilaadaorang
barang siapapun tidak memberikan orang desangrampag,
maka patut di dendauang sebesar 10.000 dendaitu masuk
ke desasemua

Pasal 55

Mwah jan ana wong desa ne ring Tenganan
Pagringsingan sinalih toenggil memaling ngalap who-
wohan larangan desa Iwirnija who doeren, tehep, pangi,
tingkih, pada tan kawasa, jan ana wonge mamoeroeg
tka wnang kadanda goeng arta 2000, danda ika mantoek
kedesa sawoengkoel. Mwah jan ana wong angendok
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mwah angoengsi karija magnah ring wawengkon
praboemijan Tenganan Pagringsingan mamaling ngalap
woh-wohan mwah mamaling manoedoek larangan desa
lwirnija who doeren, who tehep,, pangi, tingkih, pada
tan kawana, jan ana mamoeroeg tka wnang kadanda
goeng arta 4000, danda ika mantoek ka desa
sawoengkoel ka desa sawoengkoel, janija nora naoer
danda tka wnang kaboedal ang, tan kawasa magnahring
wawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan.

Terjemahan

Dan apabilaadabarang siapapun orang desadi Tenganan
Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa
misalnya: buah durian, tehep, pangi, tingkih samasekali
dilarang, apabilaadaorang melanggar maka patut didenda
uang sebesar 2000, dendaitu masuk ke desasemua. Dan
apabila ada orang pendatang dan mencuri pekerjaan di
wilayah desaTenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-
buahan atau mencuri misalnya; buah durian, buah tehep,
pangi, tingkih, samasekali dilarang, apabilaadamel anggar
sudah patut didendauang sebesar 4000, dendaitu masuk
kedesasemua, gpabilaiatidak membayar dendasudah patut
diugr dilarang diamdi wilayah desa Tenganan Pagringsingan.

Pasal 61

Mwah jan ana kajoe rebahang angin ring wawengkon
praboemijan Tenganan Pagringsingan, kajoe larangan
desa Iwirnija doeren, tingkih kawasa kadjoerag wolih
wonge ring Tenganan Pagringsingan, janija kajoe thep,
mwah nangka, tjempaka tan kawasa djoerur, wnang
kajoe ika mantoek kadesa sawoengkoel, jan ana wonge
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mamosroeg ngardi kajoeika tan ana soepaksa ring desa,
tkawnang kadanda goeng arta 2000, nwah kajoe ika
wnang kadawoet wolih desa.

Terjemahan

Dan apabilaada pohon kayu direbahkan angin di wilayah
desaTenganan Pagringsingan, kayu larangan desamisalnya:
pohon durian, tingkih boleh dipungut (diambil) oleh orang-
orang di Tenganan Pagringsingan, apabila pohon tehep,
nangka, cempakadilarang mengambil, patut kayu itu masuk
ke desa semua, apabilaada orang melanggar menggarap
kayu itu tanpamemeriksakan padadesa, makapatut didenda
sebesar 2000, dan kayu itu patut disitadesa.

Berdasarkan awig-awig desa Tenganan Pagringsingan
di atas, kel estarian dan keseimbangan lingkungan sanget dijaga.
Karenanya, ang-awig itu melarang warganyamenebang pohon
sembarangan. Apalagi jikapohon itu masih dalam keadaan
hidup, kecuai untuk kayu bakar, diperbol ehkan menebang kayu
yang masih hidup asalkan bukan dari jeniskayu untuk bahan

bangunan.

| Ketut Sudiastika selaku Kelian Adat Tenganan
Pagringsingan menyatakan hal yang tidak jauh berbedadengan
apayang di atur dalam awig-awig desaadat yakni : hutan desa
ada Tenganan Pagrings ngan digol ongkan dalam keadaan ledtari,
karena telah di atur ketentuannya dalam awig-awig. Ada
beberapapohon yang dilarang di tebang di hutan desa, antara
lain: nangka, durian, pangi, tehep, tingkih/ kemiri, boleh ditebang
jikaakan mati (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Senada dengan | Ketut Sudiastika, | Nengah Timur
selaku mantan K dian Adat Tenganan Pagrings ngan menyatakan
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hal yang serupa, yakni: untuk menjagakel estarian hutan ada
bebergpatanaman yang dilarang untuk di tebang dengan berbagai
ketentuan (wawancara, tanggal 3 September 2016). Walaupun
desaadat Tenganan Pagringsingan melarang penebangan kayu
demi pelestarian hutan, menurut | Ketut Sudiastikasdaku Kelian
Adat adaaturan khusus memperbol ehkan penebangan kayu
untuk alasan khusus, yang disebut panaho, pengapih dan
tumapung (wawancara, tanggal 3 September 2016).

| stilah panaho berarti boleh menebang pohon untuk
kepentingan melindungi tanamanlain, namun s pemilik pohon
harusmenyetor setengah dari hargakayu tersebut kedesasatelah
di potong ongkostukang. Istilah pengapih artinyapenjarangan
Suatu jenispohon, misanyada am satulokas tumbuhtigapohon
dalam satu jenis, pohon tersebut boleh di tebang, namun
penentuan boleh ditebang tersebut diputuskan oleh tiga
pemeriksayang di utusoleh Kelian Adat dengan memperhatikan
fungs dan peruntukkannya sehinggakeinginan pribadi dapat
ditekan dan jugauntuk memperlambat penggundul an hutan.
| stilah tumapung berarti berupahak istimewayang diberikan
kepada seseorang yang baru kawin. Menurut aturan desa, tiga
bulan setelah upacarapernikahan, pengantin mesti berpisah dari
orang tuanyadan membangun rumah tanggabaru. Pihak desa
adat memberikan keluargabaru itu kapling tanah seluas + 5
are, untuk membangun rumah di atas itu, pengantin baru
diperbolehkan menebang pohon kayu secukupnya.

3.2.2 Perlindungan Hutan dalam Awig-awig Desa Adat
Sangeh

Daam awig-awig desaadat Sangeh, peran prajuru adat
dalam mel estarikan hutan palatertuang dalam pawos 47 (2)
yang menyatakan “ Kulawarga desa adat Sangeh tan kengin
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ngusak-asik ring sajeroning alas minakadi ngambil taru,
rencek, buah pala, menyan lan sane siosan sadurung polih
pamutus saking Prajuru Adat Sangeh” . Berdasarkan bunyi
pawos 47 (2) tersebut secara garis besar menyatakan peran
prajuru adat sebagai pemutus dalam pertimbangan kramadesa
yanginginmengambil kayuyang dilarang ddamawig-awig desa
adat tersebut. Kemudian dalam Pararem desa adat Sangeh
sebagai penjelasan dari awig-awig desaadat Sangeh tersebut
menyatakan padawilangan 10 :” Yening wenten kulawarga
sane mamurug pawos 47, nomor 2 awig-awig desa adat
Sangeh kadanda antuk jinah bolong asli 200 kepeng'.
Berdasarkan bunyi peraremtersebut sebagai penjelasan awig-
awig desa adat Sangeh mengatur mengenai sanksi yang
diberikan kepada krama desa yang melanggar pasal 47 (2)
awig-awig desaadat akan dikenakan denda uang bolong adli
sebanyak 200 kepeng.

|da Bagus Dipayana selaku Bendesa Adat Sangeh
menyatakan sesuai awig-awig desaadat Sangeh, hutan pala
yang adadi pelaba PuraPucak Sari di atur dalam pasal 47 (2)
dan dijelaskan dalam perarem wilangan 10 yang mengatur
larangan dan sanks mengenai pel anggaran merusak hutan pala
di wilayah desaadat Sangeh (wawancara, tanggal 23 September
2016). Berdasarkaninformas dari |[daBagus Dipayanatersebut
dapat diuraikan bahwakel estarian hutan palatel ah dilindungi
oleh awig-awig besertaperarem sebagal aturan pelaksananya.

3.2.3 Perlindungan Hutan dalam Awig-awig Desa Adat
Serangan

Mengena perlindungan hukumterkait hutan mangrove/
bakau di wilayah desaadat Serangantidak di atur secaraspesifik
dalam awig-awig desa adat. Walaupun demikian, sebagai
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implementasi ajaran tri hita karana, khususnya yang
menyangkut sukertatata palemahan, makahutan mangrove/
bakau di wilayah desaadat Serangan terjagake estariannyaoleh
measyarakat adat. Disampingitu, masyarakat adat jugaberperan
aktif dlam menjagake estarian hutan dengan menanamlagi bibit
mangrove/ bakau di tempat yang memerlukan sertakegiatan
ngayah membersihkan hutan mangrove/ bakau dari tumpukan
sampah plastik.

| Made Yatna selaku Petgjuh Bidang Parahyangan
menyatakan prajuru adat menghimbau kramaadat wal aupun
tidak adaaturan adatnyauntuk tetap menjagake estarian hutan
mangrove/ bakauyang adadi sekitar wilayah desaadat Serangan.
Jkaadapihak dari luar desaadat adakegiatan penanaman hutan
mangrove/ bakau terlebih dahulu memintaizin kepadakelian
adat Serangan (wawancara, tanggal 29 September 2016).
Pernyataan | Made Yatnadiperkuat jugaoleh | Wayan Loka
selaku anggota Sabha DesaAdat Serangan yang menyatakan
bahwa dalam awig-awig desa adat Serangan tidak di atur
mengena keberadaan hutan mangrovel bakau, namun demikian
keberadaan hutan itu sampai sekarang masih lestari (wana
kertih) akibat kesadaran masyarakat yang baik (wawancara,
tangga 29 September 2016). Berdasarkan keteranganinforman
di desaadat Serangan dapat diuraikan bahwadaam awig-awig
desa adat Serangan tidak mengatur tentang hutan, namun
keberadaan hutan tetap dijagakel estariannyasampai sekarang.

Perlindungan hutan di desa adat Tenganan
Pagringsingan, desa adat Sangeh dan desa adat Serangan
berdasarkan data di atas dapat di lihat secararingkas dalam
tabel di bawahini :
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Tabel 3.1

Perlindungan Hutan dalam Awig-awig Desa Pakraman

di Bali

No | Desa Adat

Perlindungan
Hutan dalam Awig-
awig Desa
Pakraman di Bali

Keterangan

1 Tenganan
Pagringsingan

Pasal 14, pasal 54,
pasal 55, dan pasal
61

Larangan pencbangan
terhadap beberapa jenis
kayu, tata cara
penebangan kayu, tata
cara pencarian air nira,
larangan mencuri dan
memetik buah terlarang,
serta tata cara
perobohan pohon kayu
yang ada di hutan
wilayah desa adat

2 | Sangeh

Pasal 47 (2) dan
wilangan 10 perarem

Larangan mengambil
taru, rencek, buah pala,
dan menyan serta
penjatuhan sanksi denda
terhadap pelanggaran
larangan yang telah
ditentukan

3 | Serangan

Tidak ada
pengaturan secara
khusus dalam awig-
awig mengenai hutan
dan segala isinya

Tidak ada pengaturan
secara khusus dalam
awig-awig mengenai
hutan dan segala isinya

Sumber: diolah dari datalapangan

Berdasarkan gambaran tabel di atas dapat diuraikan
bahwaada perbedaan mengenal adaatau tidaknyaperlindungan
hutan dalam awig-awig desaadat Tenganan Pagringsingan, desa

]
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adat Sangeh dengan desaadat Serangan. Awig-awig desaadat
Tenganan Pagrings ngan pengaturan perlindungan hutan tertuang
dalam Pasal 14, pasal 54, pasal 55, dan pasal 61. Di desaadat
Sangeh pengaturan perlindungan hutan tertuang dalam Pasal 47
(2) danwilangan 10 perarem. Sedangkan dalam awig-awig
desaadat Serangan tidak mengatur mengenai keberadaan hutan
yang adadi wilayah desa adat Serangan. Ada atau tidaknya
pengaturan dalam awig-awig mengenai perlindungan hutan di

ketigadesaadat yang menjadi lokasi pendlitian tidak menjadi

faktor utama hutan menjadi lestari atau tidak. Ada faktor
pendukung lain sehinggawal apun tidak adaaturannya, hutan di

wilayah desaadat tetap lestari. Hal itulah yang dikenal dengan
pendekatan siste hukum baik secarastruktur hukum, substans

hukum dan budayahukum masyarakat.
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BAB 1V
PENTINGNYA
PERLINDUNGAN HUKUM DESA ADAT
TERHADAPHUTANDI BALI

Awig-awig sebagai produk hukum masyarakat adat
dalam pembentukannyajugamemperhatikan landasan filosofis,
yuridis sosologis, sartaekologis. Begitu puladd am perlindungan
hukum terhadap hutan dalam awig-awigjugaadaa asannya,
baik secara filosofis, yuridis, sosiologis serta ekologis.
Penjabarannya, antaralain:

1) Landasan filosofis mengambarkan pandangan hidup,
kesadaran dan citahukum yang meiputi suasanakebetinan
serta falsafah masyarakat adat dalam mencapai
keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, misalnya
fasafahtri hita karanadan adanyaritual keagamaan.

2) Landasanyuridis, menggambarkan permasadahan hukum
yang akan diatasi, yang sesungguhnya menyangkut
persoa an hukum yang berkaitan dengan substans atau
materi yang diatur. Permasa ahan hukumyang ekan diatas
itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum
yang mesti dijamin dengan adanyaperaturan daamawig-
awig, oleh karenaitu harus adakonsistensi ketentuan
hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur
pembentukan, materi muatan, dan tidak adanya
kontradiksi antar ketentuan antara satu dengan yang
lainnyadalam awig-awig.

3) Landasan sosiologis, menggambarkan kebutuhan
masyarakat adat dalam berbagai aspek yang memerlukan
penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta

38



empirismengenal perkembangan masa ah dan kebutuhan
masyarakat adat. Kebutuhan masyarakat adat pada
dasarnyaberkenaan dengan kemanfaatan adanyaawig-
awig di desaadat.

4) Landasan Ekologis, menggambarkan keterkaitan hutan
dalam menjagakeseimbangan kehidupan masyarakat
adat.

Adapun penjabaran alasan pentingnya pengaturan
pel estarian hutan dalam awig-awig berdasarkan dasan filosofis,
yuridis, sosiologisdan ekol ogisdijabarkan sebagai berikut :

4.1 Alasan Filosofis: Hutan Bagian dari Sad Kertih dan
Tri hita karana

Hutan bagi umat Hindumemiliki arti penting secarafilosofis
agamaHindu. Perlindungan hukum dalam awig-awig desaadat
terhadap hutan dilakukan karenahutan merupakan bagian dari
sad kertih. Sad kertih merupakan upaya untuk menjaga
lingkungan yang harmonis, dimula dari menjagakesaeimbangan
atmadengan mengendalikan pikiran, hawanafsu, cita, budhi
manah dan ahamkara prosesini disebut sebagai atmakertih.
Jana kertih adalah upaya untuk menjaga keseimbangan dan
keharmoni san unsur panca maha bhuta dalam tubuh manusia.
Bhuana kertih adalah upaya untuk menjaga keserasian dan
keharmonisan duniabaik secarasekala maupunniskala. Segara
kertih adalah upayamenjagalaut sebagai sumber kehidupan
manusiadengan upacarayang dilakukan ada ah mulang pekelem
di segara. Danu kertih adalah upayauntuk menjagakel estarian
dan kesucian air danau dengan menjagadanau sebagai sumber
air yang dilakukan baik secara sekala maupun niskala. Wana
kertih adalah upaya menjagakel estarian dan kesucian hutan

sebagal penjagaekodstem.

39

o

Terkait dengan perlindungan dan pengaturan hutan
dalam awig-awig karenaa asan hutan merupakan wilayah yang
disucikan sebagai bagian dari sad kertih yakni wana kertih di
dapat puladari informas dari | Ketut Sudiastikaselaku kelian
adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa di desa
Tenganan Pagringsingan pohon-pohonterlarang di atur karena
inginmelindungi hutan di manapohon itu beradakarenahutan
merupakan wilayah suci bagi masyarakat adat Tenganan
Pagringsingan (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada
dengan | Ketut Sudiagtika, | Nengah Timur selaku mantan kelian
adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwadaam awig-
awig desaadat Tenganan Pagringsingan di atur pulamengenai
pohon-pohon terlarang yang adadi hutan wilayah desa adat,
pohon-pohonitudilarang untuk melindungi kelestarian hutanyang
di sucikan oleh masyarakat adat, hutan jugamerupakan ciptaan
Tuhan (wawancara, tanggal 3 September 2016). | Wayan
K ariadasal aku tokoh masyarakat menguatkan pendapat | K etut
Sudiagtikadan | Nengah Timur, yangjugamenyatakan pentingnya
hutan di atur oleh awig-awig karena hutan bagi umat Hindu
dihormati secaraagama(wawancara, tanggd 3 September 2016).

Informasi dari informan di desa adat Tenganan
Pagringsi ngan memberikan uraian bahwahutan di atur dalam
awig-awig desaadat Tenganan Pagringsingan karenaalasan
hutan bagi umat Hindu di hormati sebagal wilayahyang suci dan
bagian dari ciptaan Tuhan Yang MahaEsa. |daBagusDipayana
selaku BendesaAdat Sangeh jugamenyatakan hal yang tidak
jauh berbeda dengan prajuru adat desa adat Tenganan
Pagringsinganyang menyatakan jugabahwadi desaadat Sangeh
hutan paladi hormati bahkan di atur dalam awig-awig desa
adat karenahutan palasebagai pelabaPuraPucak Sari di nilai
mempunyai nilai kesucian bagi umat Hindu (wawancara, tanggd
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23 September 2016). Berdasarkan uraian dari informan tersebut
hutan mempunyai kedudukan dalam gjaran agamaHindu bahkan
di sebut dalam gjaran agamaHindu.

Sampai saat ini kawasan hutan di desaadat Tenganan
Pagringsingan keberadaannyadapat digolongkan masih lestari,
tampak seperti gambar di bawahini:

Gambar 4.1 Hutan di DesaAdat Tenganan Pagringsingan
Sumber: Tim_Doc 2016

Masyarakat Hindu Bai dalam menjagalingkungan dan
pel estarian hutan telah diwari skan sgjak jaman dahulu sebelum
masuknyapengaruh Hindu ke Bali. Tradis tersebut telah lebur
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dan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat agraris. Segaa
tumbuh-tumbuhan (sarwa tumuwuh) yang dihasilkan diyakini
sebagai anugrah dari Tuhan. Umat Hindu meyakini bahwa
sesungguhnyaTuhan adada am setigp mahluk hidup, dan Bdliau
diberi gelar Sang Hyang Paramatman. Seperti yang disebutkan
dadam IsaUpanisad, yang bunyinyasebagai berikut:

“Yasmin sarwani bhutany, Atmaiwabhud
wijanatah
Tatra ko mahah kah soka, Ekatwam
anupasytah”

Artinya:
layang mengetahui atmadalam hal seperti itu, ada
dalam setigp insan karenanyatidak akanragu—ragu,
satu zat yang bersembunyi dalam setigp mahluk yang
menghidupi semuanyayang merupakan jiwamahluk
yang merupakan saksi dari segala perbuatan
makhluk.

Tuhan bersemayam da am sega aciptaan-Nyatermasuk
pepohonan, seperti yang tertuang dalam Reg VedaV.l1, yang

bunyinyasebagai berikut:

“Tvam agne agninaso guhahitam
Atmavudam sinriyanam vane-vane”
Artinya:
“YaTuhan Yang MahaEsa, Engkau mdliputi setigp
hutan dan pohon-pohon”

Rg Vedamenggarkan untuk tidak menghancurkan hutan
atau pepohonan, karenapepohonan adalah rumah bagi manusia
dan pepohonan merupakan hartakarun bagi generas manusia
yang akan datang. Tuhan dalam prabawaNya sebagai Sang
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Hyang Sangkara sebagai penguasa sarwa tumuwuh,
memberikan kesalamatan dan kehidupan padamanusia Hal ini
disebutkan dalam kitab Atharva VedaV111.7.4, yang bunyinya

sebagai berikut:

“Mirudho vaisvadevir,
Ugrah purusajiwanih”
Artinya
“Tanamanmemiiliki Sfa paraDewa, Beliauaddahprguru
selamat manusia’.

K ehadiran Tuhan pada setiap sarwa tumuwuh dapat
manus arasakan, karenatanpaadanyatumbuh-tumbuhan tentu
manusiatidak bisahidup. Oksigen yang dihirup berasal dari
tumbuh-tumbuhan, demikian pulabahan makanan sebagian besar
bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Menyadari hal tersebut,
sudah sepantasnya umat Hindu memupuk pemahaman dan
keyakinan tersebut sertamengembangkan dalam bentuk usaha
nyatauntuk memeliharatumbuh-tumbuhan demi terciptanya
keharmonisan alam semestadengan segaaisinya

Dalam Yajur Veda Samhita disebutkan bahwa hidup
pepohonan hanyal ah demi kebaikan dan kesgjahtraanyang lain
(Paropakaraya phalanti vrksah).Oleh karenaitu harapan dan
doa ditujukan kepada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan.
Manus aberhak untuk memanfaatkan seluruh sumber dayaadam
yang adadimukabumi ini sebagai waranugraha Sang Hyang
Widhi. Semuaci ptaan Tuhan untuk kesgahtraan umat manusia.
Namun manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan
melestarikan dam, tidak untuk menghancurkannya.Pepohonan
tidek sgjadigunakan daam kaitannyadengan bidang keagamaan,
tetapi secaraa amiah tumbuh-tumbuhan merupakan pendukung
kehidupan. Oleh karenaitu tindakan menyayangi pepohonan

43

]

merupakan upayamerawat keberlangsungan hidup sendiri.
Karena keberlangsungan hidup pepohonan, baik tanaman
pangan maupun tanaman yang lainnya merupakan jaminan
keberlangsungan hidup manusia. Seperti beberapapetikan Sloka
Ygjur VedaSamhitadi bawahini :

“Osadhih prati modadhvarh Puspavatih

prasuvarih,

Asva iva sgjitvarirvirudhah parayisnavah”
Artinya:

“ Jadlilah senang dan menikmati tanaman, baik yang

berbungadan yang berbuah, Tanaman yang akan

menuntun kami padakesuksesan seperti kudayang

menaklukkan dimedan perang” (Yajur Veda,

12.77).

“Madhumanno vanaspatirmadhumam astu
suryah,
Madhvirgavo bhavantu nah”

Artinya:
“ Semoga Pohon yang tinggi dan besar penuh
dengan gulauntuk kami dan matahari penuh dengan
manis. Semogasemuaternak yang menghasilkan
susumaniskami” (Yajur Veda, 13. 29).

“ Asma ca me mrttika ca me, girasca me
parvatasca me,

Skatasca me vanapatayasca me, hiranyam ca
me yasca me syamar h,

Ca me lokam ca me sisam ca me, trapu ca me
yajnena kalpantam”



Artinya:
“ Semogabatu dan tanah liat, bukit dan gunung,
pohon dan hutan, emas dan perunggu, tembaga
danbes, pipadan kaung diberkahi denganadanya
persembahan”. ( Ygjur Veda, 18. 13)

“ Om dyauh santir antariksam santih, prthivi
santir apah santih,
Osadhayah santih vanaspatayah santir,
visedevah santir Brahman santih,
Sarvam santih santir eva santih, sa ma santir
edhi, Om Santih Santih Santih, Om”

Artinya
“ YaTuhan, semogadamai di Langit, damai di
Antariksa, damai di Bumi, damai di Air, damai di
Hutan, damai padaPepohonan, damai dan hanya
damai, Semogakedamaian datang kepadakami”
(YajurVeda, 36.17).

Jadi dari petikan Slokadi atas mengajarkan kecintaan
padalingkungan dan hidup harmonisdengan alam sekitar. Hal
ini menunjukkan bahwakeharmonisan hidup bersamadamtidak
bisadipisahkan dari hidup. Hidup berdampingan dan selaras
dengan alam adalah bagian dari gjaran Tri hita karana dan
telah menjadi garan yang menjiwai hidup seluruh umat Hindu di
Bali. Menghargai alam merupakan salah satu cara untuk
menjadikan (karana) hidup lebih sgjahtra(hita). Manusiahidup
dari alam, oleh karenanya manusia wajib menjaga dan
mengharga dam.
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Adabanyak cara dalam menjaga dan melestarikan
lingkungan. Leluhur kitamengajarkan bahwakal au menebang
satu pohon makatanamlah limajenispohon yang sama. Logika
dari ha ini adalah hitungan dari teori kemungkinan, artinyadari
limapohon yang ditanam belum tentu semuanyatumbuh. Dari
yang tumbuh belum tentu semuanyaberumur panjang. Sebuah
pemikiranyang luar biasadari kehidupan nenek moyang kita
yang sederhana. Disampingitu jugadigarkan bahwasebelum
memotong pohon diawali dengan memintaizin dengan cara
menghaturkan canang (sesaji). Dan sebagai komitmen
pel estarian pepohonan yang ditebang, bagian akar pohon yang
sudah ditebang ditancapkan ranting pohon sebagai simbul
menanam kembali pohonyang sama.

Bagi sebagian orang, mengeramatkan hutan beserta
segalaisinyamungkin dianggap sebagai tahayul dan pemikiran
kuno. Namun bagi orang yang berpikiran bijak, pengeramatan
seperti itu adalah Local genius masyarakat dalam upaya
mel estarikan lingkungan. Demi menjagadan melindungi aam,
caraberpikiran bijak seperti itu patut dihargai dan dihormati.
Apaagi dalam Lontar Manawa Swargapasal 18, disebutkan
sebagai berikut:

“Duke nguni, sire kemanten sane ngerabaswana
lan sarwa tumuwuh tan paijin raja, Pacang keni
denda limang tali kepeng”

Artinya:

“Disebutkan, siapasajayang merabas hutan dan
pepohonan tanpaseijin Rgja, akan dikenakan denda
sebesar limaribu kepeng (uang kepeng atau uang
bolong)
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Dari petikanlontar ini menyiratkan bahwauma manusa
digjarkan untuk selalu menjagadan melestarikan hutan beserta
iSinya, seandai nyaadamasyarakat yang merusak hutan dengan
caramenebang pohon secarasembarangan tanpasejin penguasa
pada jaman itu akan dikenakan sanksi. Tradisi untuk
menyuguhkan sesajen pada pohon-pohon besar di tepi jalan
ramai dan menyelimutinyadengan kain poleng, merupakan
keyakinan akan adanyadayaspiritua tertentu yang mendiami
pohon-pohon atau benda-benda tertentu merupakan suatu
kelaziman, yaitu suatu keyakinan yang kuat yang mempengaruhi
psikologis seseorang terhadap suatu tempat, gjaran, perasaan
atau pertanda lain karena aspek kedewataan (ilahi). Pada
umumnyasugesti spiritua ini terjadi sebagal akibat pengalaman
Seseorang yang mengalami suatu kejadian aneh.

K eangkeran suatu pohontidak |epasdari tempat dimana
pohonitu berada. Termasuk bagaimanamasyarakat pendukung
dari tempat itu memperlakukannya. Pohon atau tempat akan
menjadi tenget sepanjang masyarakat sekitarnyatetap menjaga
ke-tenget-annya. Artinya masyarakat masih tetap menjaga
kesucian tempat itu dan masih mempersembahkan sesgji.
Memang konsep tenget menampakkan wajah yang
menyeramkan bagi pemahaman masyarakat. Namun ada segi
positif secaranyatayang bisakitaamati terhadap hal itu. Seperti
misalnyaadanyaprilaku masyarakat yang tidak berani berbuat
sesuatu yang kurang baik di sekitar tempat tersebut. Masyarakat
tidak akan merusak lingkungan disekitar tempat tersebut karena
masyarakat takut dengan hukuman secara niskala. Hal ini
memberikan pendidikan kepadaumat untuk sdadumenjagadam
dan melestarikan aam, 1ebih-lebih pohon-pohonan besar yang
sudah langkadan selalu dibutuhkan oleh umat Hindu dalam
mel aksanakan kegiatan upacarakeagamaan. Dengan demikian
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orang yang meyakini hal tersebut tidak akan menebang pohon
secarasembarangan dan tetap menjagakesucian aam.

Perlindungan hutan jugaterkait denganfasafahtri hita
karana yang secaraharfiah secarabebas mengandung arti tiga
penyebab kebahagiaan. Hubungan yang baik manusiadengan
menghormati Tuhan, menghormati sesamamanusiamaupun
dengan menghormati alam sekitar dengan sendirinya
memuncul kan kebahagi aan yang dicita-citakan dalam hidup
manusia. Penyebutan lainnya sering dikenal dengan istilah
sukerta tata parahyangan, sukerta tata pawongan dan
sukerta tata palemahan.

Terkait dengan pengaturan hutan ddlamawig-anig desa
adat dengan alasan sebagal bentuk penjabarantri hitakarana,
| Ketut Sudiastikaselaku kelian adat Tenganan Pagringsingan
menyatakan bahwadi desa Tenganan Pagringsingan hutan di
atur dalam awig-awig sebagai bentuk implementasi gjarantri
hita karana (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada
dengan | Ketut Sudiagtika, | Nengah Timur selaku mantan kelian
adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwadaam awig-
awig desaadat Tenganan Pagringsingan walaupun sederhana
dantidak berurutan di dalamnyamengatur tri hitakarana, salah
satunyamengatur tentang pohon yang beradadi wilayah hutan
desa(wawancara, tangga 3 September 2016). | Wayan Kariada
selaku tokoh masyarakat menguatkan pendapat | Ketut
Sudiastikadan | Nengah Timur, yang jugamenyatakan hutan di
atur puladalam awig-awig desaadat Tenganan Pagringsingan
sebagai bentuk implementasi ajaran tri hita karana
(wawancara, tanggal 3 September 2016).

|daBagus Dipayanasel aku BendesaAdat Sangehjuga
menyatakan bahwapengaturan hutan palayang beradadi pelaba
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PuraPucak Sari sebagai bentuk implementasi gjarantri hita
karana dalam awig-awig desa adat Sangeh (wawancara,
tanggal 23 September 2016). Senada dengan Ida Bagus
Dipayana, | Made Yatnasel aku petajuh bidang parahnyangan
desaadat Serangan menyatakan hd yang serupa, hutan di hormati
sebagai bagian dari penghormatan nilai-nilai gjarantri hita
karana (wawancara, tanggal 29 September 2016).

K eberadaan hutan dan Pura Pucak Sari di desaadat
Sangeh sangat terkait antarasatu dengan lainnya, apalagi dengan
keberadaan hewan monyet yang adadi damnya, seperti gambar
di bawahini :

Gambar 4.2 Hutan dan PuraPucak Sari di DesaAdat Sangeh
Sumber: Tim Peneliti_Doc. 2016.
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Seperti hutan di desaadat Tenganan Pagringsingan dan
desaadat Sangeh, hutan mangrovedi desaadat Serangan pun
keberadaannyamas htergolong lestari, hal ini dapat dilihat pada
gambar di bawahini:

Gambar 4.3 Hutan Mangrovedi DesaAdat Serangan
Sumber: Tim Peneliti Doc_2016.

Berdasarkaninformas dari informandi atas, baik di desa
adat Tenganan Pagringsingan, desaadat Sangeh dan desaadat
Serangan di aturnyahutan sebagai kawasan yang di lindungi
oleh awig-awig desa adat termasuk yang ada di dalamnya
merupakan bagian dari implementasi gjarantri hitakarana,
yakni tigapenyebab kebahagiaan yang ddam awig-awig di sebut
dengan sukerta tata parahnyangan, sukerta tata pawongan
dan sukerta tata palemahan.
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Sukerta tata parahyangan mengandung arti sebuah
hubungan yang harmonisantaramanusiadan Tuhan, dalam hal
ini manusiadiharapkan memiliki kedekatan spiritual dengan
Tuhan, setiap kegiatan berdasarkan semangat pengabdian
kepada Tuhan. Manusiamenyadari jati dirinyasebagai atman
atau makhluk spiritual yang harus selalu dikaitkan dengan
sumbernyaitu. Hutan sebagai ciptaan Tuhan dihormati dan
dilindungi oleh masyarakat Hindu desa adat. Perlindungan
terhadap hutan sebagai bukti konkrit bhakti terhadap Tuhan.

Sukerta tata pawongan mengandung arti sebagai
konsep hubungan yang harmonisantaramanusi adengan manusia,
sebagal sesamamakhluk yang memiliki hak dan kewgjibanyang
sama, dalam hubungan ini diharapkan muncul ikatan
persaudaraan di antaramanusiayang bersifat universa terbebas
dari unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat).
Lingkungan yang baik khususnyahutan yang tetap lestari dan
berfungsi sesual manfaatnyaakan memberikan dampak yang
positif pulabagi kehidupan manusiadisekitarnya

Selanjutnya, sukerta tata pal emahan diartikan sebagai
konsep hubungan manusiadengan dam, yang dalam konsepini
manus adiharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengelola
alam natural. Manusiatidak hanyamemandang lingkungan
sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara maksimal
melainkan jugaharusterjagakeberlanjutannya. Terkait dengan
perlindungan hutan dalam awig-awig dengan dasar implementas
garan tri hita karana, sukerta tata palemahan, ini yang
menjadi dasar hutan di atur dalam awig-awig desa adat.
Terdapatnya pengaturan tri hita karana dalam awig-awig
sebagal salah satu produk hukum desaadat di Bali memiliki
tujuan hukum untuk mencapai ketertiban dan keseimbangan
antaralahir dan bathin. Ini sgaan dengan tujuan hukum (umum)
sendiri yakni mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat.
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4.2 Alasan Yuridis : Perlindungan Hutan Demi
Kepastian Hukum

Pengaturan hutan dalam awig-awig desa adat
merupakan bagian dari keinginan masyarakat untuk lebih
menjamin kepastian hukum secarayuridisterkait perlindungan
hutan di wilayah desaadat. K epastian hukum pengaturan hutan
daam awig-awigdi tuangkan dalam bentuk penulisan hukum
kebiasaan yang dahulu tidak tertulismenjadi tertulis. Terkait
dengan hal tersebut dapat diuraikan bahwasannyamasyarakat
adat dengan hukum yang tertulisdi anggap ‘ 1ebih memberikan
rasa kepastian hukum dan pemahaman yang baik terhadap
hukum.

| Ketut Sudiastika selaku kelian adat Tenganan
Pagringsingan menyatakan bahwa di desa Tenganan
Pagringsingan, setelah awig-awig desaadat terbakar, untuk
memberikan kepastian hukum dan tuntunan kepadamasyarakat
awig-awig desaadat Tenganan Pagrings ngan kembdi dituliskan
termasuk di dalamnyamengatur tentang hutan (wawancara,
tanggd 3 September 2016). Senadadengan | Ketut Sudiastika,
I Nengah Timur selaku mantan kelian adat Tenganan
Pagringsi ngan menyatakan bahwadal am awig-awig desaadat
Tenganan Pagringsingan demi memberikan tuntunan kepada
masyarakat secarapadti, aturan mengenai pelarangan penebagan
pohon tertentu dalam kawasan hutan di atur dalam awig-awig
(wawancara, tanggal 3 September 2016). | Wayan Kariada
selaku tokoh masyarakat menguatkan pendapat | Ketut
Sudiastikadan | Nengah Timur, yang jugamenyatakan untuk
hukum yang pasti, hutan di atur dalam awig-awig desa adat
(wawancara, tanggal 3 September 2016).
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Informasi dari informan di desa adat Tenganan
Pagringsingan memberikan uraian bahwahutan di atur dalam
awig-awig desaadat Tenganan Pagringsingan karenaalasan
untuk memberikan tuntunan yang pasti bagi masyarakat. |da
BagusDipayanasd aku BendesaAdat Sangeh jugamenyatakan
hal yang senadabahwa pengaturan hutan di dalam awig-awig
desaadat Sangeh untuk memberikan tuntunan yang pasti bagi
masyarakat termasuk sanksinyajikadilanggar masyarakat adat
(wawancara, tanggal 23 September 2016). Pengaturan hutan
di dalam awig-awig secaratertulisdemi terjaminnyakepastian
hukum masyarakat, baik dalam hal tata caradan pemberian
sanksi terkait hutan di wilayah desa adat sebagai tuntunan
masyarakat.

Windiadan Sudantra (2012 :91-93) menyatakan, terkait
dengan penulisan awig-awig memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menuliskan norma-norma hukum adat yang
sebelumnyatidak tertulis.

2. Adanyasatu buku awig-awig desaadat yang sistematis
dan sinkron (tidak bertentangan) dengan hukum nasional

3. Adanya kepastian hukum atau kepastian awig-awig,
yaitu pasti bagi kramadesa, pasti bagi prajuru, dan pasti
bagi pihak luar desaadat yangingin berhubungan dengan
desaadat.

4. Adanyawarisan berupaawig-awigtertulisuntuk generas
yang akan datang.

5. Terwujudnyakesukertaan desa(ketertiban dan kedamaian
di desaadat).

Dengan adanyaawig-awig tertulis, makaakan dapat
diperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:
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1. Memudahkan untuk mewujudkan tujuan desaadat yaitu
ketertiban, ketentraman, dan kedamaian |ahir dan bhatin
di desaadat yang berlaku tidak sgjaberlaku bagi intern
desaadat (kramadesa), melainkan jugaekstern desaadat
terutamadengan desaadat tetangga.

Memudahkan mempelgari awig-awig

Memudahkan menafsirkan awig-awig

Memudahkan mel aksanakan awig-awig

Memudahkan mempertahankan agamaHindu danbudaya
Bdi.

Awig-awig tertulismemiliki keunggulan-keunggulan,
antaralain: 1) lebih menjamin kepastian hukum/ awig-awig, 2)
lebih mudah dipelgari dan dipahami, dan 3) lebih mudah
dilaksanakan. Terkait dengan pengaturan hutan dalam awig-
awig desa adat yang tertulis juga mempunyai alasan untuk
menjamin kepastian hukum, mudah untuk dipahami, dan mudah
untuk dilaksanakan. Adanya pengaturan dalam awig-awig
mengena hutan merupakan sal ah satu bentuk usahamenjamin
kepastian hukum masyarakat, sehingga dengan sendirinya
pengaturan tersebut mempertemukan hukum negaradan hukum
adat dalam menjamin kepastian hukum menjagahutan di desa
adat di Bali.

WD

4.3 Alasan Sosiologis : Masyarakat Adat Memiliki
Otonomi DesaAdat

Alasan sosologiskarenaadanyacotonomi yang dimiliki
measyarakat adat untuk mengatur rumah tangganyasendiri salah
satunya untuk menetapkan awig-awig yang di dalamnya
mengatur hutan di wilayah desaadat tel ah sgjak dahulu dimiliki
oleh masyarakat adat secara sosiologis di akui oleh negara
(sebelum amandemen Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
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Indonesia Tahun 1945). Setelah amandemen keberadaan
measyarakat adat besertahak yang dimilikinyamenjadi semakin
kuat.

Semakin kuatnyakeberadaan desaadat besertahak
otonomi masyarakat adat tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Negaramengakui dan menghormeati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka4 Peraturan Daerah
Proving Bai Nomor 3 Tahun 2001 jo Peraturan Dagrah Proving
Bdi Nomor 3 Tahun 2003 tentang DesaPakraman, menyatakan
pengertian desapakraman sebagai berikut:

Desapakraman adal ah kesatuan masyarakat hukum
adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan
tradis dan tatakrama pergaulan hidup mayarakat umat
Hindu secaraturun temurun dalam ikatan K ahyangan
Tigaatau Kahyangan Desayang mempunyai wilayah
tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak
mengurusrumeah tangganyasendiri.

Berkaitan dengan hak mengurusrumah tangganyasendiri
tersebut disebut sebagai otonomi desa adat. Wirta Griadhi
(dalam Sudantra, 2012: 21) menyatakanis otonomi masyarakat
desaadat sebagai berikut:

1. Kekuasaan menetapkan aturan-aturan hukum yang
berlaku bagi mereka. Dengan kekuasaan ini desaadat
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menetapkan tatahukumnyasendiri yang mdiputi seluruh
aspek kehidupan dalam wadah desaadat. Aturan hukum
ini lazim disebut sebagai awig-awig desa adat atau
perarem, yang ditetapkan secaramusyawarah melaui
lembagamusyawarah desayang disebut sebagal paruman
desa.

2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan
organisasnya. Desaada memiliki kekuasaan penuh untuk
menentukan tata cara pengisian dan bentuk organisas
desaadat yangfungsinyasosa rdigius.

3. Kekuasaan menyel esaikan persoa an-persoalan hukum
adat yang dapat berupa pelanggaran aturan adat maupun
sengketaadat.

Terkait dengan pengaturan hutan ddamawig-anig desa
adat berdasarkan aspek sos ol ogismasyarakat yang mempunyai
hak otonomi khusus daam mengurusrumah tangganyasendiri,
makadapat di uraikan bahwahutan yang merupakan bagian
dari wilayah desaadat menjadi obyek dalam pengaturan awig-
awig yang menjadi hak masyarakat hukum adat berdasarkan
atas kesepakatan bersamamasyarakat adat melalui paruman
desaadat.

Menurut | Ketut Sudiastikase aku kelian adat Tenganan
Pagringsingan menyatakan bahwa di desa Tenganan
Pagringsingan larangan penebangan pohon-pohonterlarang yang
beradadi kawasan hutan merupakan aspirasi dari masyarakat
adat saat paruman adat pembahasan awig-awig dahulu
berlangsung (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada
dengan | Ketut Sudiagtika, | Nengah Timur selaku mantan kelian
adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwamasyarakat
adat desa Tenganan Pagringsingan ingin pohon-pohon di dalam
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hutan desatetap lestari (wawancara, tanggal 3 September 2016).
| Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat menguatkan
pendapat | Ketut Sudiastikadan | Nengah Timur, menyatakan
bahwa secara sosiologis masyarakat adat menginginkan hutan
di lindungi oleh awig-awig (wawancara, tanggal 3 September
2016).

Informasi dari informan di desa adat Tenganan
Pagringsi ngan memberikan uraian bahwahutan di atur dalam
awig-awig desa adat Tenganan Pagringsingan karena
measyarakat adat sendiri yang menginginkan mela ui usulan saat
paruman adat. |da Bagus Dipayana selaku Bendesa Adat
Sangeh jugamenyatakan hal yang serupa, padasaat pembuatan
awig-awig terdapat usulan dari masyarakat untuk melindungi
hutan sebagai pelaba Pura Pucak Sari Sangeh (wawancara,
tanggal 23 September 2016).

Berbedadengan di Tenganan Pagringsingandandi desa
adat Sangeh, di desa adat Serangan, | Made Yatna, selaku
Petajuh Parahnyangan desa adat Serangan, menyatakan
masyarakat sampai saat ini belum adausulan untuk menambah
is pasa dalam awig-awig mengenai perlindungan hutan
mangrove/ baku, karenad asan perlindungan hutanitutidak perlu
di atur karena merupakan suatu kewajiban yang harus di
lestarikan (wawancara, tanggal 29 September 2016).

Berdasarkan uraian informan di atas diperoleh data
bahwa pengaturan hutan agar lestari karena alasan adanya
aspirasi dari masyarakat adat di desa adat Tenganan
Pagringsingan maupun di desaadat Sangeh dalam paruman
pembuatan awig-awig di desaadat. Berbedadengan di desa
adat Tenganan Pagringsingan dan desaadat Sangeh, di desa
adat Serangan, sampai saat ini belum adausulan masyarakat
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untuk memasukkan perlindungan hutan ke dalam awig-awig,
wal aupun demikian hutan kel estariannyatetap terjagakarena
adanyakesadaran hukum masyarakat.

4.4 Alasan Ekologis: Kesadaran Terhadap Fungs Hutan
Bagi Lingkungan

Sebagai implementasi dari prinsip tri hita karana,
khususnyayang menyangkut sukertatatapa emahan, keberadaan
hutan dalam fungsi ekologisnya dengan segala jenis
pepohonannyasangat penting bagi kehidupan manusiadan
hewan, menjadi sumber air mengdir yang memberikankehidupan
bagi semuamakhluk. Melalui prosesfotosintesisnya, pohon
menghasilkan oks gen yang dibutuhkan oleh semuamahluk untuk
bernafas. Akar pohon mampu menahan tanah dan mencegah
longsor. Daun-daunnya menghambat laju curah hujan dan
menjadi kompossehinggamenghindari tergerusnyalgpisantanah
yang subur. Pohon dan tumbuhan lainnyamemiliki peranan
penting dalam sebuah ekosi stem. Hancurnyakawasan hutan
menyebabkan rusaknyarantai makanan.

Terkait pengaturan hutan dalam awig-awig karena
untuk menjalankan fungsi ekologishutan, | Ketut Sudiastika
selaku kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa
di desaTenganan Pagringsingan pohon-pohon di hutan desa
terlarang untuk di tebang, karenapohontersebut di dalam hutan
mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam dan
lingkungab sekitar, masih banyaknya pohon-pohon besar
membuat pohon-pohon lainnyayang | ebih kecil terlindung dan
mengikat sumber mataair (wawancara, tanggal 3 September
2016). Senada dengan | Ketut Sudiastika, | Nengah Timur
sel aku mantan kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan
bahwahutan di desa Tenganan Pagrings ngan membuat wilayah
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desaTenganan Pagringsingan tidak panasdan tidak kekeringan
karenaadanyasumber mataair (wawancara, tanggd 3 September
2016). | Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat
menguatkan pendapat | Ketut Sudiastikadan | Nengah Timur,
yang juga menyatakan pentingnyahutan di atur oleh awig-
awig karena hutan berfungsi untuk mengikat air atanah untuk
menjadi sumber mataair desa adat (wawancara, tanggal 3
September 2016).

Informasi dari informan di desa adat Tenganan
Pagringsingan memberikan uraian bahwahutan di atur dalam
awig-awig desaadat Tenganan Pagringsingan karenaalasan
hutan bagi umat Hindu di hormati sebagai wilayah yang suci
dan bagian dari ciptaan Tuhan Yang MahaEsa. IdaBagus
Dipayana selaku BendesaAdat Sangeh juga menyatakan
bahwa pentingnya hutan paladi pelaba Pura Pucak Sari di
atur dan dilindungi oleh awig-awig karenamengikat sumber
air di mataair taman mumbul sertamemberikan penghidupan
bagi kera-keradi wilayah hutan Sangeh (wawancara, tanggal
23 September 2016). | Wayan L oka, selaku anggota sabha
desamenyatakan pulainformasinyabahwahutan di desaadat
Serangan, khususnyahutan mangrove di jagadan dilestarikan
dengan baik untuk menjagaabrasi di pantai wilayah desa
adat Serangan (wawancara, tanggal 29 September 2016).
Berdasarkaninformas dari informan tersebut dapat diartikan
bahwa hutan baik di desaadat Tenganan Pagringsingan, desa
adat Sangeh, maupun desa adat Serangan memiliki fungsi
ekologisbagi lingkungan hidup sekitar hutan tersebut, baik
bagi flora, faunamaupun bagi manusiayang bertempat tinggal
di wilayahitu.
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Sebagai contoh hubungan hutan dengan sumber mata
air dapat dilihat di desaadat Sangeh seperti gambar di bawah
ini:

Gambar 4.4 Hutan dan Sumber MataAir di DesaAdat

Sangeh
Sumber: Tim Pendliti Doc_2016

Pentingnyapengaturan perlindungan hutan dalam awig-
awig di desaadat Tenganan Pagringsingan, desaadat Sangeh
dan desaadat Serangan, berdasarkan data kepustakaan dan
datalapangan di atasdapat di uraikan secarasingkat melaui
tabel di bawahini.
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Tabel 4.1 mengatur berdasarkan hak otonomi desa adat yang

Alasan Pengaturan Hutan dalam Awig-awig dimilikinya, sertaalasan ekologis, yakni hutan berkaitan erat
DesaAdat Tenganan Pagringsingan, Sangeh dan dengan kel estarian kehidupan flora, faunadan manusiadi
- _ Serangan _ sekitarnya.
| Mo | Alssas Pengaturan | Pen jabaran | Deesa Aulad
Filosodis Sad Kerih dan T ik kaeomas | Desa Al
Tt TR TR | Enganan
Alom Pegringsingan,
] ] | Sarpeh dan
Yiursdi= Mlengamin Bepasian Hukum sernngan
[ Bosinlogis | Keinginan mosyurakat untak |
meengzabur bulian karera adanya
hak peonen masyvarnka
Menjamin kemandirian desa
el
FIRE kologis | Flutan terkait de nean
Keberbamgsungait bdip ko
famna dam maonusix di
skitarmaia - menjaman
keherlargsungan Fidup
makhiluk hidup
Sumber : di olah dari berbagal sumber
Berdasarkan data padatabel di atas, dapat diuraikan
secarasingkat bahwasannyaal asan pengaturan hutan dalam
awig-awig desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat
Sangeh, dan desa adat Serangan di dasarkan atas 4 (empat)
alasan, yakni dasanfilosofis, alasanyuridis, dasan sosiologis,
dan alasan ekologis. Alasan filosofis terdiri dari adanya
penghormatan terhadap konsep sad kertih dan falsafah tri
hita karana, a asan yuridiskarenake nginan untuk menjamin
kepastian hukum sebagai tuntunan di masyarakat, alasan
sosiologis, karena adanya keinginan masyarakat untuk
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BABV
STRATEGI EFEKTIFITASPERLINDUNGAN
HUKUM DESAADAT TERHADAPHUTAN

Efektifitas hukum perlindungan hutan di desaadat di
Bdi erat kaitannyadengan penegakan hukum lingkungan. Daam
usaha penegakan hukum tersebut agar efektif menurut Esmi
Warrasih (2011: 72) untuk mencapai tujuan hukum menjadi
kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan peran
pembuat dan pelaksana hukum, aturan hukum serta
masyarakatnya. Efektifitas penegakan hukum setidak-tidaknya
di gambarkan dengan berjalannyasistem hukum dengan baik
dalam menegakkan hukum lingkungan dalam perlindungan hutan
di desa pakraman. Penegakan hukum lingkungan padadesa
adat di tunjukkan dengan penegakan aturan tentang lingkungan
(hutan/ wana) yang di atur dalam awig-awig besertaperaturan
pel aksanaannya. Strategi untuk menjagaajegnyaefektifitas
penegakan hukum lingkungan (hutan) melaui unsur-unsur sstem
hukum dalam awig-awig, yakni strategi struktur hukum
(penegak hukum), strategi substans hukum (adanyaaturan dan
sanks yang jelas) serta strategi budaya hukum (ajegnya
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat). Adapun
penjabarannya, antaralain:

5.1 Srategi Sruktur Hukum : Efektifnya Peran Penegak
Hukum

Pelestarian hutan salah satunya disebabkan karena
penegakan hukum lingkungan berjalan dengan efektif. Unsur
struktur hukum yang efektif menjadi salah satunya. Sehingga
adanyadtrategi struktur hukum (pejabat penegak hukum beserta
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budayahukumnya) dalam upayaped estarian hutan menjadi faktor
pendukung terciptanyahukum yang efektif.

Peran sertaprajuru desaadat dalam menciptakan dan
menegakkan hukum dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan
prajuru adat tersebut dalam usaha pelestarian hutan di
lingkungannya, tak terkecuali di wilayah desaadat Tenganan
Pagringsingan, desaadat Sangeh, dan desaadat Serangan.

Peran serta prajuru adat di desa adat Tenganan
Pagringsingan dalam pel estarian hutan desaadat dapat dilihat
dari tindakan-tindakan prajuru adat baik dalam ha menciptakan
hukum maupun menegakkan hukum terkait perlindungan hutan.
| Ketut Sudiastika selaku Kelian Adat desa Tenganan
Pagringsingan, menyatakan peran struktur adat terkait dengan
penebangan pohon adamekanismeyang harusdiikuti dengan
adanyautusan sebanyak 3 (tiga) orang untuk memeriksakayu
yang akan di tebang oleh kramadesa (wawancara, tanggal 3
September 2016). Senadadengan pernyataan | Ketut Sudiastika
| Nengah Timur selaku mantan Kelian Adat dan tokoh
measyarakat menyatakan ha serupayakni: adamekanismeyang
harus dilakukan untuk permohonan penebangan pohon oleh
kramadesa (wawancara, tanggal 3 September 2016).

| Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat juga
menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan informan
sebelumnya, yakni ; kramayang memohon menebang pohon
harus mengaj ukan permohonan kepada pengurus adat untuk
mendapatkan pemeriksaan oleh utusan kelian adat (wawancara,
tanggal 3 September 2016).

Berdasarkan uraian wawancara di desa Tenganan
Pagringsingan setiap pohon yang akan di tebang untuk bahan
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bangunan mesti melalui rapat desaterlebih dahulu. Bilarapat
desa memeutuskan pohon itu boleh ditebang, baru bisa
dilakukan. A pabilapohon masih dalam keadaan berdaun (hidup),
wargayang ingin menebang pohon mesti memintapemeriksaan
kepadaK dianAdat. Sdanjutnya, KeianAdat mengutus 3 (tiga)
orang untuk memeriksa pohon tersebut. Komposisi dari
pemeriksaitu, seorang dari Bahan Luanan, seorang dari Bahan
Duluan/ Kelian Adat serta seorang dari Bahan Tebenan
(berdasarkan struktur masyarakat adat Tenganan
Pagringsingan). A pabilapemeriksaan menyebutkan 80 persen
dari pohon itu sudah mati, dan hanya 20 persen yang masih
hidup sertabukan poroskayu utama, makabisadisetujui untuk
ditebang setelah ke tiga pemeriksa menyetujuinya secara
bersama-sama, jikasal ah satu tidak setuju maka penebangan
ditangguhkan beberapabulan kemudian.

Peran struktur adat dalam mel estarikan hutan jugadi
dapat informas dari Bendesaadat Sangeh, |daBagusDipayana
yang menyatakan: pada tahun 2015 Bendesa adat beserta
jgaran prguru adat mengel uarkan himbauan terkait keberadaan
hutan palayang adadi desaadat Sangeh (wawancara, tanggal
23 September 2016). Adapun himbauan yang merupakan
terobosan hukum yang di buat oleh prajuru adat sebagai berikut.
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Desa Adat Sangeh
Jalan Raya Sangeh, Desa Sangeh, K ecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung

Pedin : 11/DAS/IX/2015 Sangeh,............. 2015
Lepihan :- PrayaKaatur Ring:
Peaindiken: KdedarianAlesPda  Krama:

RingBr.
Om Swadtiastu

Medasar antuk pikobet kewentenan Alas Palaring sawengkon
PuraBukit Sari, nyangsan warsakawentenanne nyangsan rusak.
Sanengeranayang aaspunikarusak nententiosinggih punika:

1. Ringwarsaungkuran puniki arang hujan

2. Duwe/ bojog ngakehan

3. Punyan Palaakehan sampun tua, pungkat siki
ngeranayang sanetiosan sareng pungkat

4. Kramasanenuduk buah palaketengah alas

5. Pengunjung

Lima(5) sane ngeranayang alaspunikarusak, sanepinihgelis
ngerananyang alas punika rusak nomor pat (4) napi malih
ketengah dasmaktaarit. Ring sualapatrapuniki titiyang matur
ring KramaDesaAdat Sangeh sareng sami, dit-dlit, bgangtruna,
tur sanelingsir sumangdane daging sua apatrapuniki ketelebin
tur kesobyang ring krama sami, menawi wenten kramasane
buta huruf wantu jebos mangdasahuning indik wigunanAlas
Pal a, mangda benjangan nenten mel aksana sane ngeranayang
alas palapunikarusak. lwang titiyang yang nenten mapungu
atur dumunan ring kramasane durung uning wigunanAlasPaa/
pepayon tur mapekeling maih ring kramasane sampun uning.
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WigunanAlasPda pepayoninggih punika:

1.

5.

Pemargintoya(sklusair) : toyahujanruntuh sskinglangit,
ketangkep antuk Alas Pala, ketambat antuk akah ipun
rariskai sep antuk tanah, selanturne metu i pun cel ebusan
(sekadi ring mumbul, tujah, grubugan, tanah wuk, tukad
penet, tukad adeng, Taman Sari lan sanetiosan). Toya
sane medal saking tanah keangge olih iraga sami,
Risantukan sgjeroning maurip iraga nenten presida
kapegatang toya. Selanturne toya punika mengalir
wenten ke manusa, buron, sawah, telaga, tukad,
kesegara. Ring sgeroning genahipun suang-suang toya
punikakeni panes surya, rarisipun menguap dados
embun, embun kedinginan dados gulem, selanturne
dadoshujan (melincer toyapunikamalih).
Kawentenan pepayonan Alas Palataler ngeranayang
CO2 (racun) sane medal saking andus kendaraan
bermotor, mesin, ngenyutan lulu, nbgerateng ring
perantenan, angkian/ perngpasan manusalan buron, raris
CO2 (racun) ketangkep antuk pepayonan Alas Pala
anggei pun sgeroning keuripanipun. Ring kauripanipun
AlasPaangemedaang O2 (oksigen) sanemabuat pisan
ring kauripan manusialan sarwatumuwuh sane s osan.
Pepayonan Alas Pala taler ngeranayang genah
mesayuban, ngeranayangg lingkungan ring Sangeh becik
(sgjuk) tur dih sabeh bandingan ring genah siosan.
Alas Paladados obyek wisata, sane sampun mebukti
keangge ngerereh pengupa jiwa olih krama tur
pemasukan DesaAdat Sangeh.

AlasPaapadruwen jagad, pelaba PuraBukit Sari.

Risantukan akeh wigunanipun patut sareng sami ngelestariang
AlasPalapunikamejalaran antuk parisolah sekadi ring sor :
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1. Saadingwigunanaas, yaningdaspdapunikanenten
wenten malih, sinah ngewetuang akeh pikobat sekadi
toyatanah wuk, toya Taman Sari, toyatujah, gerubugan,
toya Taman Mumbul, toya sumur sami padem, napi
kondis puniki jagi tamiang ring pianak cucu sanejagi
rauh?

2. Ngewangun rasatanggung jawab ring anggaduwene,
nuduk buah pala, ngusak asik isin alas sedurung polih
pemutus saking Pragjuru, parilaksanal parisolah punika
iwang, Sramdih sanejagi nuntun ngenikin, yan nenten
mulaniragasanesadar. Yan anak tiosngaturang/ ngenikin
nenten dados ketengeh alas ngambil sedaging aas
pastikasampun salah tampi. Mangdasareng sami uning
ring parilaksanasane patut |an nenten patut kemargiang.
Sekadi conto buah pala sane runtuh ring sisin alas
kentungan ketengah aas.

3. Dipradene mabuat pisanring buah pala, menawi angge
upakara, obat mangdangel apor ring pengel olaobyek
utawi ring BendesaAdat

Medasar antuk wigunan alas, undang-undang konservasi tur
awig-awig lan pararem DesaAdat Sangeh, ring RahinaAnggara
Wagetanggal 22 September 2015 Prajuru DesaAdat Dinas,
Polis Hutan, K etua Pengel ola Obyek nyunkemin/mutusang
sekadi sanekasurat ring sor :

1. Soddisas nganininkawigunanaas, sosdisad puniki ring
Banjar kemargiang oleh Prgjuru Banjar, ring Desaolih
prajuru Desa, ring sekolah olih guru penggiantaer ring
krama sumangdane nyobyahang ring kuluwargane
sgnamian.
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2. Ngaryanan papan pengumuman ring sisin alas

secukupne sane medaging gaguat daging undang-undang
lan awig-awig/pararem DesaAdat Sangeh.

Sosialisasi puniki tur pembinaan-pembinaan ring krama
kemargiang ngantos puput warsa2015. Ngawit warsa2016
undang-undang, awig-awig lan peraremjagi kelaksananyang,
sgpasirasane mamurug/ melanggar pasti keni undang-undang
lan awig-awig pararem punika. Daging undang-undang lanawig-
awig sanejagi kesurat ring papan pengumuman:

PENGUMUMAN
BERDASARKAN
1. UU NO 41 TAHUN 1999
2. UU NO 18 TAHUN 2013
3. AMG-AWIG DESA ADAT PAWOS 47

1. SETIAP ORANG DILARANG MENERIMA,
MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA
TITIPAN, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMILIKI
HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI
KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU
DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH.

2. KULAWARGA DESA ADAT SANGEH TAN
KENGIN NGUSAK ASIK RING SEJERONING
ALASMENAKADI NGAMBIL TARU, RENCEK,
BUAH PALA, MENYAN LAN SANE SIOSAN
SEDURUNG POLIH PAMUTUS SAKING
PRAJURU DESAADAT SANGEH.

]

KETENTUAN PIDANA/DENDA

1. DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA
PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN
PALINGLAMAS5 (LIMA) TAHUN DAN PIDANA
DENDA PALING SEDIKIT Rp.500.000.000,00
(LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING
BANYAK Rp.2.500.000.000,00 (DUA MILIAR
LIMA RATUSJUTA RUPIAH).

2. YENING WENTEN KULAWARGA SANE
MAMAURUG AMG-AWMG DESAADAT SANGEH
KADANDA ANTUK JINAH BOLONGASLI 200
KETENG

Inggih sekadi sapunikaatur piuning titiyang ring krama, nenten
wenten manah jagi nyungkani ngaryanin sane nenten becik,
gumanti wantah alaspal apadruwen jagat pel abapurabukit sari
tur mangdaeling ring kawigunan alas. Kelestarian Alas Pala
dumogi ngeranayang kramaDesaAdat Sangeh warsa-warsa
sanejagi rauh setatangemanggihang pemargi kauri pan sanebecik
landuhtur sgjahtera.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Daam awig-awig desaadat Sangeh, peran prajuru adat
dalam melestarikan hutan palatertuang dalam pawos 47 (2)
yang menyatakan “ Kulawarga desa adat Sangeh tan kengin
ngusak-asik ring sajeroning alas minakadi ngambil taru,
rencek, buah pala, menyan lan sane siosan sadurung polih
pamutus saking Prajuru Adat Sangeh” . Berdasarkan bunyi
pawos 47 (2) tersebut secara garis besar menyatakan peran
prajuru adat sebagai pemutus dalam pertimbangan kramadesa



yanginginmengambil kayuyang dilarang ddamawig-anigdesa
adat tersebuit.

Adanya peran struktur prajuru adat dalam upaya
pel estarian hutan jugaterdapat di desaadat Serangan. | Made
Yatnasd aku petgjuh bidang parahyangan menyatakan prajuru
adat menghimbau kramaadat untuk menjagakel estarian hutan
mangrove/ bakauyang adadi sekitar wilayah desaadat Serangan.
Jkaadapihak dari luar desaadat adakegiatan penanaman hutan
mangrove/ bakau terlebih dahulu memintaizin kepadakelian
adat Serangan (wawancara, tanggal 29 September 2016).
Pernyataan | Made Yatnadiperkuat jugaoleh | Wayan Loka
selaku anggota Sabha Desa Serangan yang menyatakan,
wal aupun dalam awig-awig desaadat tidak mengatur secara
khusus keberadaan hutan mangrove, namun prajuru adat tetap
menghimbau kepadakrama pada saat rapat adat bahwa hutan
mangrove harustetap dijagademi lingkungan desa Serangan
(wawancara, tanggal 29 September 2016). Berdasarkan
informasi dari prajuru desa adat Serangan dapat di uraikan
bahwasannyaupayapel estarian hutan mangrove adaperan serta
prajuru adat di dalamnya, walaupun hanya dalam bentuk
himbauan dan tidak di atur dalam awig-awig desa adat
Serangan.

5.2 Srategi Substansi Hukum : Aturan dan Sanksi
Efektif dan Progresif

Upaya penegakan hukum lingkungan demi pelestarian
hutan di wilayah desa adat baik di desa adat Tenganan
Pagringsingan, Sangeh maupun Serangan berja an efektif dengan
adanyadtrategi substans hukum (pengaturan hukum) yangjelas
dan tegas sehinggamenimbulkan ef ek jerakepadamasyarakat
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untuk tidak melanggar ketentuan tersebut. Upayada am bentuk
pengaturan demi pel estarian hutan dapat di bagi menjadi 2 (dua)
yakni, berdasarkan hukum nasiond maupun berdasarkan hukum
adat (awig-awig) desaadat. Adapun uraiannyasebagai berikut:

A. Pengaturan dalam Hukum Nasional

Undang-Undang Republik IndonesaNomor 41 Tahun
1999 Tentang K ehutanan (selanjutnyadi sebut UU K ehutanan)
mengatur beberapa ketentuan yang mengatur mengenai
perlindungan dan penghormatan terhadap hutan, antaralain::

Pasd 1angka2menyebutkan  hutan adalah suatu
kesatuan ekos stem berupahamparan lahan beris sumber daya
damhayati yang didominas pepohonan daam persekutuanaam
lingkungannya, yang satu dengan lainnyati dak dgpat dipisahkan.

Pasd 46 menyatakan penyd enggaraan perlindungan hutan
dankonservas dam bertujuan menjagahutan, kawasan hutandan
lingkungannya, agar fungs lindung, fungs konservad, danfungs
produkd, tercapal secaraoptimal dan lestari.

Pasal 47 menyatakan perlindungan hutan dan kawasan
hutan merupakan usshauntuk:

a. mencegahdanmembatas kerusakan hutan, kawasan hutan,
dan hasi| hutan yang disebabkan ol eh perbuatan manusia,
ternak, kebakaran, daya-dayaaam, hama, sertapenyakit;
dan

b. mempertahankan dan menjagahak-hak negara, masyaraka,
dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,
investas serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.
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Pasd 46 menyatakan penyd enggaraan perlindunganhutan
dankonservas dam bertujuan menjagahutan, kawasan hutandan
lingkungannya, agar fungs lindung, fungs konservad, danfungs
produkd, tercapal secaraoptimal danlestari.

Pasal 47 menyatakan perlindungan hutan dan kawasan
hutan merupakan usshauntuk:

a. mencegahdanmembatas kerusakan hutan, kawasan hutan,
dan hasi| hutan yang disebabkan ol eh perbuatan manusia,
ternak, kebakaran, daya-dayaaam, hama, sertapenyakit;
dan

b. mempertahankan dan menjagahak-hak negara, masyarakd,
dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,
investas serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.

Pasd 48 menyatakan:

(1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di daam
maupundi luar kawasan hutan.

(2) Perlindungan hutan pada hutan negaradilaksanakan oleh
Pemerintah.

(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, sertapihak-pihak
yang menerimawewenang pengel olaan hutan sehagaimana
dmaksuddalam Pasd 34, diwgibkanmdindungi hutanddam
ared kerjanya.

(4) Perlindungan hutan padahutan hak dilakukanoleh pemegang
heknya

(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang
sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya
perlindunganhutan.
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(6) Ketentuanlebih lanjut sebagaimanadimaksud padaayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 menyatakan pemegang hak atauizin bertanggung

jaweb atasterjadinyakebakaran hutan di ared kerjanya.
SdanjutnyaPasd 50, menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana
perlindunganhutan.

(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usshapemanfaetanjasalingkungan, izinusaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, sertaizin
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Sigporangdilarang:

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki
kawasan hutan secaratidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c¢. mdakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan
radiusataujarak sampai dengan:
1. 500 (limaratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (duaratus) meter dari tepi mataair dankiri kanan
sungal di daerahrawa;
100 (seratus) meter dari kiri kanantepi sungai;
50 (limapuluh) meter dari kiri kanantepi anak sunga;
2 (dud) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
130 (seratustigapuluh) kali selisih pasang terdiri dan
pasang terendah dari tepi pantai.

o uhw

72



. membakar hutan;

. menebang pohon aau memanen atau memungut hasi| hutan
di ddamhutantanpamemiliki hek atauizindari pegjabat yang
berwenang.

. mengima, membdi ataumenjud, menerimatukar, menerima
titipan, menyimpan, atlaumemiliki hasl hutanyang diketahui
atau patut didugaberasd dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secaratidak sah;

. mdakukan kegiatan penydidikenumumaaueksploras aau
ekgploitas bahantambang di dalam kawasan hutan, tanpa
izinMenteri;

. mengangkut, menguasal, ataumemiiliki hasil hutanyangtidak
dilengkapi bersama-samadengan surat keterangan sahnya
hesil hutan;

i.  menggembaakanternak di ddam kawasan hutanyangtidak

ditunjuk secarakhususuntuk maksud tersebut ol eh pg abat
yang berwenang;

j. membawaalat-dat berat dan atau dat lainnyayang lazim

atau patut didugaakan digunakan untuk mengangkut hasi!
hutan di dalam kawasan hutan, tanpaizin peabat yang
berwenang,

. membawada-dat yanglazim digunakan untuk menebang,
memotong, atau membel ah pohon di dalam kawasan hutan
tanpaizin pgaba yang berwenang;

. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan
kebakaran dan kerusakan sertamembahayakan keberadaan
atau kelangsungan fungs hutan ke dalam kawasan hutan,
dan

m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-

tumbuhandansatwaliar yangtidak dilindungi undang-undang
yang berasal dari kawasan hutan tanpaizin pejabat yang
berwenang.
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(4) Ketentuan tentang mengel uarkan, membawa, dan atau
mengangkut tumbuhan dan atau satwayang dilindungi, digtur

sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasd 51, menyatakan:

(1) Untuk menjamintersdenggaranyaperlindungan hutan, maka
kepada pajabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat
pekerjaannyadiberikan wewenang kepolisantertentu.

(2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus
sebaga manadimaksud padaayat (1) berwenang untuk:

a mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan
atauwilayah hukumnya;

b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan
dengan pengangkutan hasi| hutan di ddlamkawasan hutan
atauwilayah hukumnya;

c. menerimalaporantentang telahterjadinyatindak pidana
yang menyangkut hutan, kawasan hutan, danhasi! hutan;

d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinyatindak
pidanayang menyangkut hutan, kawasan hutan, denhasl
hutan;

e. ddamhd tertangkgptangan, wgib menangkeptersangka
untuk diserahkan kepadayang berwenang; dan

f. membuat Igporan dan penandatanganan|gporantentang
terjadinyatindak pidanayang menyangkut hutankawasan
hutandanhas| hutan.

Undang-undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

daamaturanini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan sebagai berikut:
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Pasal 11, yang menyatakan :

(1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimanadimaksud dalam
Undang-Undangini meliputi kegiatan pembaakanliar dar/
atau penggunaan kawasan hutan secaratidak sah yang
dilakukan secaraterorganisas.

(2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi
merupakan kegiatan yang dilakukan ol eh suatu kelompok
yang terstruktur, yang terdiri atas2 (dua) orang atau lebih,
dan yang bertindak secara bersama-sama padawaktu
tertentu dengan tujuan mel akukan perusakan hutan.

(3) Kelompok terstruktur sebagai manadimaksud padaayat
(2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat
tingga di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang
mel akukan perladangan tradisional dan/atau melakukan
penebangan kayu di luar kawasan hutan konservas dan
hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk
tujuankomersia.

(4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di
sekitar kawasan hutan yang mel akukan penebangan kayu
di luar kawasan hutan konservas dan hutan lindung untuk
keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersia harus
mendapat i zin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenal penebangan kayu di luar kawasan
hutankonservas dan hutanlindung untuk keperl uan sendiri
dantidak untuk tujuan komersid diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 menyatakan setiap orang dilarang :

a. meakukan penebangan pohon dalam kawasan hutanyang
tidak sesual denganizin pemanfaatan hutan;
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. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan

tanpamemiliki izin yang dikel uarkan oleh pgjabat yang
berwenang;

. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan

secaratidak sah;

. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,

menguasal, dar/atau memiliki hasil penebangan di kawasan
hutantanpaizin,

. mengangkut, menguasal, atau memiliki hasil hutan kayu

yang tidak dilengkapi secarabersamasurat keterangan
sahnyahad| hutan;

. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk

menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam
kawasan hutan tanpaizin pejabat yang berwenang;

. membawaalat-alat berat dan/atau dat-alat lainnyayang

lazim atau patut didugaakan digunakan untuk mengangkut
hasi| hutan di dalam kawasan hutan tanpaizin pejabat
yang berwenang;

. memanfaatkan hasil hutan kayu yang didugaberasa dari

hasil pembalakanliar

i.  mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melaui darat,

perairan, atau udara;

j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke

wilayah NegaraK esatuan Republik Indonesiamelalui
sungai, darat, laut, atau udara;

. menerima, membdi, menjua, menerimatukar, menerima

titipan, dan/atau memiliki hasll hutanyang diketahui berasd
dari pembaakanliar;

. membdi, memasarkan, darvatau mengolah has| hutankayu

yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secaratidak sah; dan/atau
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m. menerima, menjual, menerimatukar, menerimatitipan,
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secaratidak sah.

Pasal 13, menyatakan:

(2) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secaratidak
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢
merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam
kawasan hutan dengan radiusatau jarak sampai dengan:
a. 500 (limaratus) meter dari tepi waduk atau danau;
b. 200 (duaratus) meter dari tepi mataair dankiri kanan
sungai di daerahrawa;

C. 100 (seratus) meter dari kiri kanantepi sungai;

d. 50 (limapuluh) meter dari kiri kanantepi anak sungai;

e. 2(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/
aau

f. 130 (seratustigapuluh) kali selisih pasang tertinggi
dan pasang terendah dari tepi pantai.

(2) Penebangan pohon yang dil akukan dalam kawasan hutan
sebaga manadimaksud padaayat (1) huruf adikecudikan
untuk kegiatanyang mempunyai tujuan strategisyang tidak
dapat dihindari dengan mendapat izin khususdari Menteri.

Pasal 14, menyatakan : Setigp orang dilarang:

a. memalsukan surat keterangan sahnyahasil hutan kayu;
dan/atau
b. menggunakan surat keterangan sahnyahasil hutan kayu

yang palsu.
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Pasal 15 menyatakan :

Setiap orang dilarang melakukan penyal ahgunaan
dokumen angkutan hasi| hutan kayu yang diterbitkan oleh pe abet
yang berwenang.

Pasal 16 menyatakan :

Setigp orang yang mel akukan pengangkutan kayu has|
hutanwagjib memiliki dokumen yang merupakan suret keterangan
sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17 menyatakan :
(2) Setigp orang dilarang:

a. membawaalat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk
melakukan kegiatan penambangan dan/atau
mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan
tanpaizin Menteri;

b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan
hutan tanpaizin Menteri;

¢. mengangkut dan/atau menerimatitipan hasil tambang
yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam
kawasan hutantanpaizin,

d. menjud, menguasal, memiliki, darvataumenyimpanhesl|
tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di
daam kawasan hutan tanpaizin; dan/atau

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
tambang dari kegiatan penambangan di dalam
kawasan hutantanpaizin
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(2) Setigp orang dilarang:

a membawaalat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
yang lazim atau patut didugaakan digunakan untuk
mel akukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut
hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpaizin Menteri;

b. melakukan kegiatan perkebunan tanpaizin Menteri di
dalam kawasan hutan;

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di
dalam kawasan hutan tanpaizin;

d. menjud, menguasa, memiliki, da/ataumenyimpanhesi
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di
daam kawasan hutan tanpaizin; dan/atau

e. membdi, memasarkan, darv/atau mengolah has| kebun
dari perkebunanyang berasal dari kegiatan perkebunan
di dalam kawasan hutan tanpaizin.

Pasal 18, menyatakan:

(1)Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf
a, huruf b, huruf ¢, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf ¢, dan huruf
eyang dilakukan oleh badan hukum atau korporas dikenai
sanks adminigratif berupa:

a. paksaan pemerintah;

b. uang paksa; dan/atau

C. pencabutanizin.

(2) Ketentuan mengenai mekanismedan tatacarapenergpan

sanks adminigtratif sebagaimanadimaksud padaayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah
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Pasal 59, menyatakan masyarakat berkewgjiban:

a

b.

menjagadan memeliharakel estarian hutan; dan
mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 60 menyatakan :

Masyarakat berkewajiban memberikaninformas, baik

lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila
mengetahui atau adanyaindikas perusakan hutan.

Pasal 61 menyatakan :

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan

pemberantasan perusakan hutan dengan cara:

a

membentuk dan membangun jgaring sosia gerakan anti
perusakan hutan;

melibatkan dan menjadi mitralembaga pemberantasan
perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan
pemberantasan perusakan hutan;

meningkatkan kesadaran tentang pentingnyakel estarian
hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
memberikaninformas, baik lisan maupun tulisan kepada
pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan
pemberantasan perusakan hutan;

ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan
hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau

mel akukan kegiatanlainyang bertuj uan untuk pencegahan
dan pemberantasan perusakan hutan.
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B. Pengatur an dalam Awig-awig Desa Pakraman

Upayapengaturan sanksi yang jelasdan tegas dalam
upayapenegakan hukum lingkungan demi pelestarian hutan di
desaadat Tenganan Pagringsingan, Sangeh dan Serangan diatur
dalam bentuk awig-awig maupun hanyasekedar himbauan dari
prajuru adat. Tidak semua desa adat dalam awig-awignya
mengatur mengenal pelestarian hutan di wilayahnya. Desaadat
Tenganan Pagringsingan dan desaadat Sangeh dalam awig-
awignyamengatur mengenai sanks terhadap upayaperusakan
hutan dan penebangan hutan tanpaizin. Sedangkan daamawig-
awig desa adat Serangan tidak mengatur secara spesifik
mengenai pel estarian hutan mangrovel bakau yang beradapada
wilayah desaadat Serangan, wal aupun demikian keberadaan
hutan mangrovel bakau di wilayah desaadat Serangantergolong
mashlestari.

Adapun pasal ketentuan tentang adanyasanks dalam
awig-awig desa pakraman Tenganan Pagringsingan, terkait
upayapel estarian hutan desaadat berikut :

Pasal 14

Mwah wong desa ika sinalih toenggal angeker wit kajoe
ring sawawengkon desa Tenganan Pagringsingan,
rawoehing sagoemin Tenganan Pagringsingan, lwir
kaj oene kakeker, wit kajoe nangka, wit tehep, wit tingkih,
wit pangi, wit tjempaka, wit doeren, wit djaka, ne
sadawoeh pangkoeng sabal or desa tan kawasa ngrebeah
djaka kari mabiloekloek, jan woes tlas biloel oekipoene,
ika djakane wnang rebah, jan ana amoeroeg angrebah
kajoe mwah djaka, wnang kang amoeroeg kadanda olih
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wong desa goeng arta 400, toer kang karebah wnang
kadawoet olih desa, manoet trap kadi saban. Sadangin
desa mangraris kagoenoenge kangin, tka kawasa
angrebah djaka. Mwah jan ana wong desa ne sinalih
toenggal, matatoend] elan sawawengkone dan tinoendije,
sagraha kni nilap wit-witan papajon salwire umang kang
sememdjal mengatos kang kadilap, mwah kang roesak
kadi djnaar, toer kang anoendjal tka wnang kadanda
olih kang ngdrwe neroesak, ingan agoeng alit dandane,
teer wnang manmrestista manoet trap kadi saban.

Terjemahan

Dan barang siapapun orang desaitu memeliharapohon kayu
diwilayah desaTenganan Pagringsingan, termasuk di tanah-
tanah tegalan Tenganan Pagringsingan, adapun pohon kayu
yang dipdlihara(maksudnyadipingit dan digunakan untuk
hal-hal yang perlu), pohon nangka, pohon tehep, pohon
tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon
enau, yang disebelah barat kali diutara desa dilarang
menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah),

gpabilasudah selesal berbuah pohon enauitu boleh ditebang,

gpabilaadame anggar menebang pohon kayu ataenau, patut
yangmeanggar didenda sebesar 400, sertayang ditebang
patut disitaoleh desasesual seperti yang sudah berlaku. Di

sebelah timur desaterus sampai pada sebuah bukit di timur
dibol ehkan menebang pohon enanu. Dan gpabilaadabarang
Siapapun orang desamel akukan pembakaran ditempatnya
dalamwilayah desa, akhirnyaken aterbakar pohon-pohonan
atau bangunan suci misalnya, makapatut yang membakar
mengganti yang terbakar, atau yangrusak seperti semula, serta
yang membakar patut didendaoleh yang punyakerusakan,
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sesuai dengan besar kecilnya kesalahan dan wajib
mengadakan penyucian (pembersihan secaraadat) sesuai
seperti yang sudah berlaku.

Pasal 54

Mwah tatkalaning | krama desa ring Tenganan
Pagringsingan ngambeng sadj eng abijane sane atjoetak
kakninin sadjeng akaling, janija nora mdal sadjeng, tka
wnang kadanda goeng arta 400, danda ika mantoek
kadesa sawoengkoel. Mwah kalaning | krama desa ring
Tenganan Pagringsingan ngwangoenang poedja kerti,
kawasa ngrampag sarwa pala ring abijan mwah ring
tjarik sawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan,
janija rampage who klapa, kni pitoeng baengkoel kang
satjoetak, who pisang aidjeng kang satjoetak, who
djambe aidjeng kang satjoetak, who-wohan sane patoet
kangge ring desa akisa roras kang satjoetak, who nangka
aboengkoel kang satjoetak, mwah baboengkilan Iwirnija
kladi asija wit kung satjoetak, isen asija witkung
satjoetak, woebi akisa roras kang satjoetak. Mwah
tatkalaning papajon roesak salwirnija sane kaempenin
antoek wong desa ne ring Tenganan Pagringsingan
kawasa | wong desa ngramag ring abijan-abijan
Iwiripoenewit klapa awit kang satjoetak, wit djambe awit
kang satjoetak, wit djaka, awit kang satjoetak, tihing
akatih kang salingseh, jan ana wongo ainalih toenggal
tan ngawehin 1 wong desa ngranpag tka wnang kedanda
goeng arta 10.000, danda ika, mantoek kadesa
sawoengkoel.
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Terjemahan

Dantatka akramadesaTenganan Pagrings ngan memerlukan
sadjeng (air nira), sebidang ladang dikenai air nirasatukaling
(sebuahtempat sgenisguci bahan dari porselin) apabilatidak
mengel uarkan nira, makapatut didenda uang sebesar 400,
dendaitu masuk ke desasemua. Dan tatkalakramadesadi
Tenganan Pagringsingan menyelenggarakan upacara
pemujaan berhak ngerampag (mengambil dengan cuma-
cuma) bermacam buah (hasil) pada tegalan atau sawah
sewilayah desa Tenganan Pagrings ngan, gpabilamengambil
(mencuri) buah kel gpaagar 7 butir yang sebidang tanah, buah
pi sang setandan yang sebidang tanah, buah pinang setandan
yang sebidang tanah, buah-buahan yang wajib dipakai di
ddesasatu kisa(sgjeniskeranjang dari daun kepala) isi 12
hiji, yang sebidang tanah, buah nangkasebutir yang sebidang,
dan umbi-umbian misalnyakeladi 9 pohon yang sebidang,
isen (tanaman sgjeniskunir) 9 pohon yang sebidang tanah,
ubi kayu satu kisa(keranjang) is 12 biji yang sebidang. Dan
tatkala kerusakan bangunan-bangunan misalny ayang
dipeliharaoleh orang desadi desa Tenganan Pagringsingan,
berhak orang desangrampag di ladang-ladang misalnya,
pohon kel apa sebatang yang sebidang tanah, pohon pidang
sebatang sebi dang tanah, pohon enau sebatang yang sebidang
tanah, bambu sebatang yang serumpun, apabilaadaorang
barang siapapun tidak memberikan orang desangrampag,
makapatut di dendauang sebesar 10.000 dendaitu masuk
ke desasemua

Pasal 55

Mwah jan ana wong desa ne ring Tenganan
Pagringsingan sinalih toenggil memaling ngalap who-
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wohan larangan desa Iwirnija who doeren, tehep, pangi,
tingkih, pada tan kawasa, jan ana wonge mamoeroeg
tka wnang kadanda goeng arta 2000, danda ika mantoek
kedesa sawoengkoel. Mwah jan ana wong angendok
mwah angoengsi karija magnah ring wawengkon
praboemijan Tenganan Pagringsingan mamaling ngalap
woh-wohan mwah mamaling manoedoek larangan desa
lwirnija who doeren, who tehep,, pangi, tingkih, pada
tan kawana, jan ana mamoeroeg tka wnang kadanda
goeng arta 4000, danda ika mantoek ka desa
sawoengkoel ka desa sawoengkoel, janija nora naoer
danda tka wnang kaboedal ang, tan kawasa magnahring
wawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan.

Terjemahan

Dan apabilaadabarang siapapun orang desadi Tenganan
Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa
misalnya: buah durian, tehep, pangi, tingkih samasekali
dilarang, apabilaadaorang melanggar makapatut didenda
uang sebesar 2000, dendaitu masuk ke desasemua. Dan
apabila ada orang pendatang dan mencuri pekerjaan di
wilayah desaTenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-
buahan atau mencuri misalnya; buah durian, buah tehep,
pangi, tingkih, samasekali dilarang, apabilaadamelanggar
sudah patut didenda uang sebesar 4000, dendaitu masuk
kedesasemua, gpabilaiatidak membayar dendasudah patut
diugr dilarang diamdi wilayah desa Tenganan Pagringsingan.

Pasal 61

Mwah jan ana kajoe rebahang angin ring wawengkon
praboemijan Tenganan Pagringsingan, kajoe larangan
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desa Iwirnija doeren, tingkih kawasa kadjoerag wolih
wonge ring Tenganan Pagringsingan, janija kajoe thep,
mwah nangka, tjempaka tan kawasa djoerur, wnang
kajoe ika mantoek kadesa sawoengkoel, jan ana wonge
mamosroeg ngardi kajoeika tan ana soepaksa ring desa,
tkawnang kadanda goeng arta 2000, nwah kajoe ika
wnang kadawoet wolih desa.

Terjemahan

Dan apabilaada pohon kayu direbahkan angin di wilayah
desaTenganan Pagringsingan, kayu larangan desamisalnya:
pohon durian, tingkih boleh dipungut (diambil) oleh orang-
orang di Tenganan Pagringsingan, apabila pohon tehep,
nangka, cempakadilarang mengambil, patut kayu itu masuk
ke desa semua, apabilaada orang melanggar menggarap
kayu itu tanpa memeriksakan pada desa, maka patut
didenda sebesar 2000, dan kayu itu patut disitadesa.

Berdasarkan awig-awig desa Tenganan Pagringsingan
di atas, terdapat sanks yang jelasdan tegasterkait pelanggaran
terhadap |arangan penebangan pohon dan tatacarapenebangan
pohon di desaadat Tenganan Pagringsingan. | Ketut Sudiastika
sdaku K dianAdat Tenganan Pagringsngan menyatakan ha yang
tidak jauh berbeda dengan apayang di atur dalam awig-awig
desa adat yakni : hutan desa adat Tenganan Pagringsingan
digolongkan dalam keadaan lestari, jika ada pelanggaran
terhadap penebangan pohon yang dilarang dan pelanggaran
terhadap tata cara penebangan pohon makaakan dikenakan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa terkecuali
(wawancara, tanggal 3 September 2016).

86



Senada dengan | Ketut Sudiastika, | Nengah Timur
selaku mantan K dian Adat Tenganan Pagringsingan menyatakan
hal yang serupa, yakni: untuk menjagake estarian hutan dalam
awig-awig desa adat terdapat sanksi yang tegas bagi
pelanggarnya, baik kepada kramabiasa maupun kramaadat
(prajuru adat) (wawancara, tanggal 3 September 2016). |
Wayan K ariada sel aku anggotakelian adat jugamenyatakan
hal yang serupa, terdapat sanksi yang akan dijatuhkan oleh
prajuru adat kepadape anggar yang mel anggar ketentuan dalam
awig-awig terkait pelestarian hutan dan penebangan pohon.
(wawancara, tanggal 3 September 2016).

Pengaturan sanks yang jelasdan tegasmengenal upaya
pel estarian hutan () jugaterdapat dalam awig-awig desaadat
Sangeh. Dalam Pawos 47 nomor 2 di atur ‘ Kulawarga desa
adat Sangeh tan kengin ngusak asik ring sajeroning alas
menakadi ngambil taru, rencek, buah pala, menyan lan sane
siosan sedurung polih pamutus saking prajuru desa adat
Sangeh’ . Kemudian dalam Pararem desaadat Sangeh sebagai
penjelasan dari awig-awig desa adat Sangeh tersebut
menyatakan padawilangan 10 :” Yening wenten kulawarga
sane mamurug pawos 47, nomor 2 awig-awig desa adat
Sangeh kadanda antuk jinah bolong asli 200 kepeng'.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwasannya
pel estarian hutan palayang beradadi wilayah desaadat Sangeh
di jagadengan adanyapengaturan sanks yang jelasdan tegas
jikaterdapat pel anggaran yang dilakukan baik oleh kramadesa
adat maupun oleh kramatamiu di wilayah desaadat Sangeh.

|da Bagus Dipayana selaku Bendesa adat Sangeh
menyatakan masyarakat desaadat Sangeh sampai saat ini takut
melanggar ketentuan dalam awig-awig karenaadanya sanks
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di ddamnya, bukan hanyasanks adat, adajugasanks hukum
nasional yang harusdijalani oleh pelanggar ketentuan tersebut
termasuk pula sanksi sosial di desa jika terbukti bersalah
(wawancara, tanggal 23 September 2016). Pernyataan Ida
Bagus Dipayana dibenarkan oleh Ni Kadek Suryani selaku
wargadesa, menyatakan takut untuk merusak dan mengambil
buah palayang adadi hutan palasangeh karenaadanyasanks
dalam awig-awig dan akan dilaporkan ke polisi juga jika
melanggar (wawancara, tanggal 23 September 2016).
Berdasarkan datainformas dari informan tersebut, keberadaan
hutan paladi sangeh tetap lestari karenaadanyaketakutan dan
kejeraan masyarakat adat terhadap sanks yang akan di jatuhkan
jikamelanggar ketentuan awig-awig.

Berbedadengan desaadat Tenganan Pagringsingan dan
desaadat Sangeh, di desaadat Serangan dalam awig-awignya
tidak terdapat aturan secarakhusus mengenai keberadaan hutan
mangrovel bakau yang adadi wilayah desa Serangan. Walaupun
demikian, sampai saat ini hutan mangrove/ bakau yang berada
di wilayah desaadat Serangantergolongmasihlestari. Informas
tersebut di dapat dari | Wayan L okasel aku anggota SabhaDesa
Serangan menyatakan wal aupun awig-awig desaadat Serangan
tidak mengatur mengenai usaha pel estarian hutan mangrove/
bakau, kenyataannya hutan mangrove/ bakau tetap terjaga
sampai sekarang karena adanya himbauan dari prajuru adat
untuk menjaga lingkungan sekitar (wawancara, tanggal 29
September 2016). Senadadengan pernyataan | Wayan Loka,
| Made Yatnase aku wakil BendesaAdat bidang parahnyangan
jugamenyatakan hal serupa, walaupuntidak di atur mengenai
sanks terhadap perusakan lingkungan hutan mangrove/ bakau,
hutan mangrove/ bakau tetap lestari sampai sekarang
(wawancara, tanggal 29 September 2016).
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Berdasarkan uraian pernyataan di atas dapat
digambarkan mengenai upaya pelestarian hutan melalui
pengaturan sanks yang jelasdan tegas dapat digambarkan pada
tabel di bawahini:

Tabel 5.1
Pengaturan Sanks dalam Awig-awig DesaAdat
Terkait Perlindungan Hutan

No Desa Adat Pengaturan Hutan di Desa
Sanksi dalam Adat Lestari
Awig-awig
1 Tenganan Pegringsingan Ada Lestari
2 Sangeh Ada Lestari
3 Serangan Tidak Lestari

Sumber: diolah dari datalapangan

Tabel di atas menunjukkan pel estarian hutan adat di
wilayah desaadat |okas penelitiantidak seldu berbanding lurus
antaraadaatau tidaknyapengaturan sanks yang jelasdantegas
terkait pelestarian hutan. Adaaspek lain sdain pengaturan sanks
yang jelas dan tegas yang membuat krama desa adat tetap
menjaga hutan di wilayah desa adatnya. Tabel di atas
menunjukkan, di desaadat Tenganan Pagringsingan dan desa
adat Sangeh ada sanksi yang jelas dan tegas dalam awig-
awignyaterkait upayapel estarian hutan sehinggahutan di desa
adatnyalestari. Sedangkan di desaadat Serangan, tidak ada
pengaturan sanksi yang jelas dan tegas dalam awig-awignya
terkait pel estarian hutan, namun hutan di wilayah desa adat
Serangan sampai sekarang masih tergolong lestari.
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Peran substans hukum dengan melakukan sinergi antara
hukum negaradengan hukum adat (awig-awig) hendaknyajuga
memperhatikan pemikiran hukum progresif (yang dibangunoleh
Satjipto Rahardjo) yang memiliki arti bahwa hukum tetap
dipandang sebagai suatu aturan yang harus ditegakkan dan di
taati bersamadi manahukum itu berlaku, tetapi tidak sertamerta
menutup faktor-faktor lainyang mempengaruhi, khususnyayang
terkait dengannila-nila keadilan dankemanusiaen. Hukumharus
di tegakkan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan
mansyarakat, dengan katalain hukumitu adauntuk masyarakat,
bukan sebaliknya manusia di paksa-paksa untuk tunduk
terhadap hukum, walaupun hukum itu secarasadar termasuk
hukum yang salah.

5.3 Srategi Budaya Hukum : Ajegnya K esadaran dan
Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perlindungan
Hutan

Soekanto berpendapat budaya hukum merupakan
budayanonmateria atau spiritual. Adapun inti budayahukum
sebagal budayanonmateria atau spiritud adalahnilai-nilal yang
merupakan konseps abstrak mengenal apayang baik (sehingga
harus dianuti) dan apayang buruk (sehinggaharusdihindari).
Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika(mengenai apa
yang baik dan buruk), norma atau kaidah (yang berisikan
suruhan, larangan, atau kebol ehan), dan polaperilaku manusia
Nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai tigaaspek yaitu
aspek kognitif (agpek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran),
aspek afektif (aspek yang berkaitan dengan perasaan atau
emos), dan aspek konatif (berkaitan dengan kehendak untuk
berbuat atau tidak berbuat) ( Soekanto, 1994: 202-203).
Darmodiharjo dan Shidarta menyatakan budaya hukum
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sebenarnyaidentik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu
kesadaran hukum dari subyek hukum secara keseluruhan
(Darmodiharjo dan Shidarta, 1996: 154-155).

Terkait dengan strategi dalam upayapenegakan hukum
lingkungan Hindu me aui peningkatan budayahukum masyarakat
adat untuk mencapai hutan yang lestari baik di desaTenganan
Pagringsingan, desaadat Sangeh maupun Serangan, makaakan
diuraikanmengena g egnyakesadaran hukurm/ kepatuhan hukum
masyarakat adat terhadap awig-awig desaadat yang mengatur
tentang upaya pel estarian hutan di wilayah desaadat masing-
masing. K esadaran hukum masyarakat tersebut ditunjukkan
dengan beberapahal, antaralain, patuhnyamasyarakat adat
terhadap ketentuan awig-awig danterjaganyake estarian hutan
di wilayah desaadat.

Budayahukum masyarakat Tenganan Pagringsingan
berdasarkaninformas dari | Ketut Sudiastika, slaku kdlian adat
desa Tenganan Pagrings ngan menyatakan bahwa, sampai saat
ini selamamenjabat sebagal kelian adat belum pernah terjadi
pel anggaran terhadap larangan penebangan pohon terlarang
sehinggamenyebabkan terancamnyahutan di wilayah desaadat,
masyarakat taat kepadaawig-awig yang berlaku di desaadat
(wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada dengan |
Ketut Sudiastika, | Nengah Timur selaku mantan Kelian Adat
Tenganan Pagringsingan menyatakan hal yang serupa, yakni:
masyarakat adat Tenganan Pagringsingan sadar dan taet terhadap
ketentuan menjaga hutan di wilayah desaadat (wawancara,
tanggal 3 September 2016). Selanjutnya, | Wayan Kariada
selaku anggotakelian adat jugamenyatakan hal yang serupa
bahwa pohon-pohon terlarang yang menjadi pohon utamahutan
di desa Tenganan Pagringsingan di jaga dengan baik oleh
masyarakat (wawancara, tanggal 3 September 2016).
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Hasil wawancaradi desaadat Tenganan Pagringsingan
menunj ukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk ikut
sertamenjagahutan ager tetaplestari berjaan dengan bak, sdain
adanyapengaruh dari prgjuru adat dan aturan dalam awig-awig
yang mengatur keberadaan hutan dan pohon di desa Tenganan
Pagringsingan, masyarakat jugasadar akan pentingnya hutan
bagi kehidupan mereka. Masyarakat juga jera jika harus
dikenakan sanks yang di atur dalam awig-awig desaadat.

Masyarakat adat Tenganan Pagringsingan selain taat
terhadap anig-anig jugataet terhadap mitosyang merekawaris
secara turun-temurun. yang tertuang dalam cerita rakyat |
Tudung atau Lelipi Selahan Bukit yang telah mengakar dalam
kehidupan masyarakat. Dharmika(1992) menyebutkan bahwa
ceritarakyat | Tudung atau Lelipi Selahan Bukit telah menjadi
panutan dalam memperlakukan hutan yang adadi sekeliling
mereka. Dalam usahamenyesuaikan diri dengan lingkungan
alamnya, masyarakat terikat oleh kaidah-kaidah yang berlaku
dalam pemahaman mereka sebagaimana tercermin dalam
lambang-lambang yang merekaberi maknatertentu. Lambang-
lambang seperti |elipi itu menunjukkan rasa hormat penuh
getaran ketakutan terhadap dasar eksistensinyasendiri, yakni
rasatakut terhadap “itu”. Lambang-lambang itu merupakan
jendel a-jendel ayang mampu membuka pandangan terhadap
dunia(trasenden), dewa-dewapun merupakan lambang, karena
lewat seekor ular (Ielipi) yang mengangkat manusiake luar
badannya sendiri, dewa-dewaitu seolah-olah dihadirkan di
tengah-tengah umat manusia.

Adanyakepercayaan seekor ular (Ielipi) yang menjaga
kel estarian hutan di DesaTenganan tumbuh atas dasar kesadaran
merekatentang kedudukan dan fungs hutan, di manamereka
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sadar bahwa sgjak manusialahir, hutan merupakan sumber
kehidupanyang mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mengenai
cerita Lelipi Selahan Bukit, Tjokorda Raka Dherana
mendeskripsikan sebagai berikut . . .Pada jaman dahulu,
bendesa Tenganan mempunyai sebuah ladang (ditanami
pisang, buah2an lainnya). Ladangnya dikerjakan oleh
seorang penggarap yang bernama | Tudung. Pada suatu
ketika diladang tersebut sering kecurian. | Tudung merasa
malu kepada bendesa jangan2 nanti ia yang dicurigai
mencuri buah2an disana. Kemudian | Tudung mencari akal,
daniapergi bertapa (di Pura Nagasulung sekarang) mohon
kepada Sanghyang Widhi Wasa, supaya dianugrahi rupa
yang menakutkan sehingga orang tidak berani mencuri.
Permohonan | Tudung ini terkabul dan ia dianugrahi rupa
ular yang sangat besar. Pada suatu ketika anak bendesa
membawakan | Tudung nasi sebagaimana biasanya,
ternyataiatidak menemukan | Tudung di sana. Diceritakan
bahwa setelah ia memanggil nama | Tudung beberapa kali,
tiba2 yang datang adalah seekor ular yang besar. Sampai
di rumah, hal itu diceritakan sepada ayahnya. Kemudian
bendesa sendiri datang ke ladangnya. Ketikaia memanggil2
| Tudung, ternyata yang datang adalah ular itu pula.
Akhirnya, ular itu menceritakan hal ihwalnya mengapa ia
menjadi seekor ular. Daninilah saat terakhir bagi | Tudung
bisa berbicara sebagai manusia. Sgjak saat itu, maka ular
besar | Tudung itu selain diberi tugas menjaga kebun, juga
menjaga wilayah desa Tenganan. Penduduk desa Tenganan
sangat percaya pada ular ini, dan di desa tersebut dikenal
dengan nama : Lelipi San bukit” (1976: 24-25).

Adanyakeyakinan-keyakinanyang tel ah terlembagadan
berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut
sangat berpengaruh terhadap kel estarian lingkungan hutan di desa
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adat Tenganan Pegringsingan. K eyakinan-keyakinan tersebut
telah mampu menata tindakan-tindakan dan tingkah laku
berinteraks antaramanusiadan lingkungan aam, termasuk juga
menatati ndakan-tindakan dan tingkah |aku masyarakat desa
adat Tenganan Pegringsingan dalam memanfaatkan dan
mengel olahutan sertasumber dayayang terkandung di ddamnya.
Mitos tentang Lelipi Selahan Bukit tersebut berfungsi dan
berpengaruh dalam memberikan arah dan pedoman bertingkah
laku terhadap lingkungan hutan dan sumber daya yang
terkandung di dalamnya. Mitostersebut jugatelah menyadarkan
masyarakat desaadat Tenganan Pegringsingan tentang adanya
kekuatan-kekuatan gaib di luar merekayang berwujud ular yang
menjagahutan dan sumber dayayang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, kesadaran hukum masyarakat desaadat
Sangeh daam menghormeati hutan dan tumbuh-tumbuhanyang
adadi dalamnyaditunjukkan dengan masihlestarinyahutan paa
yang beradadi wilayah desaadat Sangeh. |daBagus Dipayana
selaku kelian adat menyatakan masyarakat adat memiliki
kesadaran yang baik dalam menjagahutan palayang beradadi
pelabaPuraPucak Sari, bahkan setiap hari setiap banjar yang
adadi wilayah hutan sangeh mel akukan ngayah di lingkungan
pel abaPurayang berdampingan dengan hutan pala(wawancara,
tanggal 23 September 2016). Adanya peran sertamasyarakat
untuk menjaga hutan diperkuat dengan adanyaaturan dalam
awig-awig desaadat Sangeh yang tertuang dalam Pawos 47
(1) palemahan Pura Pucak Sari minakadi alas lan
sadagingnya, kalestariang olih krama desa adat Sangeh.
Artinya, wilayah PuraPucak Sari yang merupakan hutan beserta
isnyadilestarikan oleh masyarakat adat Sangeh. Berdasarkan
ketentuan tersebut dan hasil wawancaradari kelian adat Sangeh
menandakan bahwa masyarakat menjagahutan di desaadat
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Sangeh bukan karenakewajiban yang di atur oleh awig-awig
dan perintah prajuru adat, melainkan jugahak untuk menjaga
hutan agar lestari. Adanyalingkungan yang baik merupakan
bagian dari hak manusiayang harusdijagadan diciptakan demi
keberlangsungan hidup kedepannya. | Nengah Wija, selaku
masyarakat adat Sangeh membenarkan bahwamasyarakat adat
Sangeh telah sadar akan keberlangsungan hutan palayang ada
di wilayah pelaba Pura Pucak Sari (wawancara, tanggal 23
September 2016).

Masyarakat adat Sangeh jugamemiliki ceritabahwa
kera-kerayang adadi hutan Sangeh merupakanjelmaan prajurit
putrid yang di anggap sebagai kerasuci, sehinggakeberadaannya
tidak boleh diganggu karenamereka menganggap membawa
berkah bagi masyarakat Sangeh. Seperti layaknyamasyarakat
Bdi, kera-keradi Sangeh mempunyai 3 (tiga) kelompok Banjar,
masing-masing Banjar Timur, Banjar Tengah, dan Banjar Barat
yang masing-masing memilikii pemimpin kelompok, sebagai
pemimpin tertingginya adalah Ratu kera (kera betina).
K eberadaan ceritarakyat ini pulayang turut sertamenjadi budaya
measyarakat untuk menjagahutan paadi Sangeh sebagai tempat
tinggal kerayang disucikan tersebut (apalagi dalam mitol ogi
Hindu kerasangat erat kaitannyadengan etos Ramayana).

K eberadaan hutan di Desa Tenganan Pagringsingan dan
di desa Sangeh tetap lestari sampai sekarang dan kedepannya
harustetap demikian dipengaruhi ol eh g egnyabudayahukum
masyarakat dalam mentaeti aturan dan menjagalingkungan agar
tetaplestari begitu puladi desaadat Serangan. Menurut | Wayan
Loka, selaku anggota Sabha Desa, menyatakan bahwa
masyarakat adat walaupun tidak di atur dalam awig-awig
mengenai pel estarian hutan mangrove/ bakau, merekatetap
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menjagahutan tersebut sampal sekarang dan kedepannyakarena
adanyakesadaran terhadap lingkungan yang baik (wawancara,
tanggal 29 September 2016). Sdlanjutnyal Made Yatna, selaku
wakil BendesaAdat bidang Parahyangan desaadat Serangan
menyatakan, kesadaran masyarakat adat Serangan untuk
menjagahutan mangrovel bakau sangat baik, merekatakut jika
terjadi abrasi akan berhimbas pada rumah dan tempat suci
mereka(wawancara, tanggal 29 September 2016). Ni Komang
Ari Prawati selaku masyarakat adat menyatakan pulabahwa
measyarakat sadar akan pentingnyahutan mangrove/ bakau bagi
lingkungan mereka walaupun tidak ada aturan adatnya
(wawancara, tangga 29 September 2016). Berdasarkan uraian
informan di desaadat Serangan memberikan gambaran bahwa
sdah satu Strategi untuk mencapai ef ektifitas penegakan hukum
lingkungan demi terciptanyahutan yang lestari (wana kertih)
salah satunyamelalui peningkatan dan menjaga kesadaran
masyarakat terhadap lingkungan walaupun tidak di atur dalam
awig-awig desaadatnya.

Sosaisas secaraadat jugaperlu dilakukan baik melaui
paruman adat atau sangkepan adat yang dilakukan oleh
prajuru adat masing-masing desa adat. Selain iu kegiatan-
kegiatan yang melibatkan generas mudajugaperlu dilakukan
untuk mengend lingkungan dam sekitar termasuk hutan seperti
kegiatan matrune nyoman yang dilakukan di desa adat

Tenganan Pagringsingan.

Strategi untuk mencapai efektifitas perlindungan hutan
dalam rangka menuju hutan yang lestari setidak-tidaknya
berdasarkan uraian datalapangan di atas dapat digambarkan
dengantabel di bawahini :
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Tabel 5.2
Srategi EfektifitasPerlindungan Hukum Terhadap
Hutan di DesaAdat di Bali

No Desa Adat Strategi Efektifitas Tercapainya Hutan
Perlindungan Hutan yang Lestari
1 Tenganan 1. Prajuru adat efektif Tercapai
Pagringsingan menegakan hukum

dan menciptakan
hukum serta
penyuluhan hukum
2. Pengaturan sanksi
yang jelas dan tegas
3. Ajegnya kesadaran
hukum dan
lingkungan
masyarakat adat dan
adanya mitos ular
suci
2 Sangeh 1. Prajuru adat efektif Tercapai
menegakan hukum

dan menciptakan
hukum serta
penyuluhan hukum
2. Pengaturan sanksi
yang jelas dan tegas
3. Ajegnya kesadaran
hukum dan
lingkungan
masyarakat adat dan
adanya mitos kera
suci
3 Serangan L. Prajuru adat efektif Tercapai
menegakan hukum
serta penyulugan
2. Ajegnya kesadaran
lingkungan
masyarakat adat

Sumber : diolah dari datalapangan

Berdasarkan datatabel di atas menunjukkan bahwa
strategi untuk efektifitas penegakan awig-awig sebagai upaya
pelestarian hutan (wana kertih) di desa adat Tenganan
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Pagringsingan, desaadat Sangeh dan desaadat Serangan antara
lain: 1) Prajuru adat efektif dalam menegakan hukum dan
mendci ptakan hukum, 2) Me akukan pengaturan sanks yang jelas
dan tegas, dan 3) Ajegnyakesadaran hukum dan lingkungan
masyarakat adat baik secara pribadi maupun secarakolegial
kelompok masyarakat adat.

Kesadaran masyarakat adat terhadap pentingnya
lingkungan (hutan yang lestari) jugadapat dilihat dari adanya
ritual khususbagi penghormeatan terhadap tumbuh-tumbuhan baik
yang ada di desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat
Sangeh, maupun di desaadat Serangan. Ritud itu dissbut dengan
upacaratumpek wariga. Hutan itu adaritual tumpek wariga
yang jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Wariga. Tumpek
Wariga datang tiap hitungan 210 hari (enam bulan) sekali, hari
yang spesid ini senantiasamembawamuatan aktud lantaran ada
pemaknaan terhadap persoal an pelestarian lingkungan hidup.
Umat Hindu di Bali merayakan dan memakna Tumpek Wariga
sebagal momentum persembahan dan penghormatan terhadap
pohon atau tumbuh-tumbuhan ( sarwa tumuwuh). Hari ini
diperingati sebagai hari pemujaan kehadapan Sang Hyang
Sangkarayaitu manifestas Tuhan dalam Prabawa-Nyasebagal
penguasa sarwa tumuwuh, dalam tugas-Nya memberikan
kesuburan, kemakmuran dan kesgj ahtraan bagi kehidupan di
duniaini. Di Indiaadahari rayaseperti Tumpek \ariga, namanya
Sangkara Puja. Wal aupun pel aksanaan perayaan SangkaraPuja
di India dengan Tumpek Wariga tidak sama persis, tetapi
memiliki maknayang sama. Keduahari tersebut sebagai suatu
prosesritud yang sakra untuk mengingatkan umat manusiaagar
selalu sujud bhakti kehadapan Tuhan dalam melestarikan dan
melindungi tumbuh-tumbuhan sebagal sumber makanan mahluk
hidup yang paling utama.

98



Ada tiga makna yang terkandung dalam perayaan
Tumpek Wariga yaitu aspek filosofis, etikadan upacara. Dari
aspek fil osofisbahwa Tumpek Wariga menyiratkan pemaknaan
bagamanamanusamestinyamemediharadam meaui tumbuh-
tumbuhan atau pepohonan sehingga kebutuhan oksigen dari
semuamahluk hidup bisaterpenuhi. Pepohonan atau tumbuh-
tumbuhan selain menghasilkan oksigen untuk bernafas bagi
seluruh mahluk hidup juga berfungsi untuk menyerap
karbondioksida. Jadi dengan menjaga kelestarian tumbuh-
tumbuhan berarti umat manusiaberupayamenjagaudaratetap
bersih. Maknaetikayang terkandung dalam Tumpek Wariga
addah padahari ini umat manusiatidak diperbolehkan menebang
pohon, memetik bunga, buah dan daun. Secaraetikaini berarti
umat Hindu ikut menjagatumbuh-tumbuhan dengan tindakan
nyata, apalagi diimbangi dengan penanaman pohon kembali
sebagal wujud pelestarian lingkungan.

Dilihat dari aspek upacara bahwa Tumpek Wariga
disebut juga dengan Tumpek Pengarah atau Tumpek
Pengatag, karena maknaini lebih dekat dengan rangkaian
upacara ngeresikin dan ngatagin atau ngarahin
(pemberitahuan) dan mengucapkan puji syukur kehadapan
Dewa penguasasarwatumuwuh dalam hd ini 1da Sang Hyang
W dhi Wasa dalam manifestas sebagai Sang Hyang Sangkara,
bahwahari raya Gal ungan akan datang duapuluhlimahari lagi.
Seperti sesape atau ucapan yang diucapkan saat
mempersembahkan banten Tumpek Wariga, yang bunyinya

Seperti:
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“Nini....Nini...., buin selae dina Galungan rauh, |
Kaki anak kije?

| Kaki ia anak gelem!

Gelem Kenape?

| Kaki gelem mebuah nged....nged....nged...!” (
Nini....Nini,Galungan sudah akan datang 25 hari lagi,
berbuahlahyanglebat...|ebat....|ebat!)

Berkenaan dengan sesape (ucapan) yang diucapkan
saat Tumpek Wariga dengan sebutan Nini, sebenarnyasebutan
ini ditujukan kehadapan |da Sang Hyang Widhi Wasa dalam
manifestasi sebagai Sang Hyang Sangkara, dengan harapan
semoga buah-buahan dan bunga dapat tumbuh dengan subur
dan bisadipetik sertadipersembahkan sebagai saranaupakara
padasaat hari raya Galungan. Tumpek Wariga berkaitan erat
dengan hari raya Galungan, karena Tumpek Wariga ini
diperingati duapuluh limahari sebelum hari raya Galungan.
Tumpek Wariga jugadisebut dengan Tumpek Bubuh, karena
saranaritual mengupacaral pepohonan atau tumbuh-tumbuhan
dengan menghaturkanbebantenan berupaPejati dan Sesayut
Pengambeyanserta dilengkapi dengan bubuh atau bubur.
Bubuh merupakan makanan yang legit bisadimakan oleh semua
usayaitudari usabayi sampai usatua. Penggunaan saran bubuh
pada banten Tumpek wariga sudah menjadi tradisi lokal bagi
umat Hindu di Bali. Bahan yang dipakai untuk membuat bubur
tersebut adal ah merupakan hasil dari tumbuhan yang tumbuh
dari ladang dan sawah yaitu berupa ol ahan tepung dan gul a,
kemudian diol ah dan dipersembahkan kembali kehadapan Sang
Hyang Sangkara sebagai ungkapan puji syukur karenabeliau
telah memberikan kesuburan dan kemakmuran. Jadi Bubur
merupakan simbul unsur kesuburan karena pada dasarnya
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manusiatidak bisalepasdari kesuburan dan kesgjahtraan. Ini
artinyaapabilamanusia meninggakan kesuburan, makamanusa
jugaakan ditinggal kan oleh hasil kesuburanitu sendiri.

Makna dari upacara Tumpek Bubuh adalah untuk
memohon kehadapan Sang Hyang Sangkara sebagai
penguasatumbuh-tumbuhan, agar tumbuh-tumbuhan dapat hidup
dengan subur dapat menghasi lkan bunga, buah, daun dan kayu
untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Tradis
mempersembahkan banten yang dilengkapi dengan bubuh dan
ketupat kehadapan Sang Hyang Sangkara sebagai penguasa
sarwa tumuwuh yang secara khusus dipujadalam perayaan
Tumpek Wariga. Hal ini dilakukan dengan harapan agar sarwa
tumuwuh dapat menghasilkan pala bungkah dan pala
gantung, kemudian akan dipersembahkan kembali dalam
bentuk segd ajenisbanten sebagal wujud rasabhakti dan syukur
kehadapan | da Sang Hyang Widhi Wasa.

Disampingitujugadengan pe aksanaan Tumpek Wariga
umat digjarkan tentang konsep Tri Hita Karana, yaitu
mel aksanakan hubungan harmonis dengan | da Sang Hyang
Widhi ( Pahryangan), dengan sesamamanusia (Pawongan)
dan dengan dam lingkungan termasuk dengan tumbuh-tumbuhan
(Palemahan). Dapat dikatakan bahwa Tumpek Wariga sebagai
hari Bumi khasBali, perlu adaupayamemaknai ritua-ritud itu
secaralebih kontekstual dalamtataranlakutradis, yaitu perlu
adareaktuaisas terhadap kearifantradis yang dimiliki Bali.
Berkenaan dengan Tumpek Wariga akan menjadi lebih
bermaknajikaperayaan hari tersebut tidak hanyadiis dengan
menghaturkan banten semata padatumbuh-tumbuhan, tetapi
juga diwujud nyatakan dengan menanam pohon serta
menghentikan tindakan untuk merusak alamlingkungan.
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